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ABSTRAK 

 
      Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat akrab bagi masyarakat, dan menjadi 

hal sakral. Namun permasalah permasalahan mengenai perkawinan atau pernikahan 

masih kerap terjadi, seperti : perceraian, pembatalan perkawinan, pembagian harta gono-

gini, poligami dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 71 

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan adalah karena adanya paksaan saat melakukan perkawinan. Di 

Pengadilan Agama Semarang terdapat perkara pembatalan perkawinan karena kawin 

paksa, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara 

Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg. 

      Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis, untuk pendekatan pokok 

permasalahan digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data penilitian ini 

menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dengan 

wawancara dan bahan hukum lainnya, data sekunder diambil dari membaca dan literatur 

bahan-bahan kepustakaan yang setelah itu di analisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif, sedangkan data tersier diambil dari website, e-book, dan bahan pustaka 

lainnya.  

      Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Semarang tidak mengabulkan 

permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Karena berdasarkan Pasal 27 

Undang-undang perkawinan  majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat bukanlah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman 

yang melanggar hukum, tetapi hanya perkawinan yang dilakukan tanpa dasar cinta, 

karena menuruti keinginan orang tua. Serta Penggugat tidak mempunyai alasan yang 

tepat untuk mengajukan pembatalan perkawinan, seharusnya Penggugat mengajukan 

Perceraian bukan Pembatalan Perkawinan karena didalam pernikahan antara Penggugat 

dan Tergugat saling tidak bisa menafkahi secara batin dan tidak adanya rasa saling 

mencintai diantara  keduanya.  

 

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa 
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                                       ABSTRACT 

 
      Marriage is something that is very familiar to the community, and becomes a sacred 

thing. However, problems regarding marriage or marriage still often occur, such as: 

divorce, marriage annulment, division of marital property, polygamy and so on. 

Regarding marriage annulment, Article 71 of the Compilation of Islamic Law states that 

one of the reasons to be able to apply for an annulment of marriage is due to coercion 

during marriage. In the Semarang Religious Court there is a case of annulment of 

marriage due to forced marriage, this can be seen in the Decision of the Semarang 

Religious Court Case Number : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg. 

      The research method uses sociological juridical methods, for the main problem 

approach used descriptive analysis research specifications. This research data uses 

primary, secondary and tertiary data sources. Primary data was obtained by interviews 

and other legal materials, secondary data was taken from reading and literature of 

library materials which were then analyzed using qualitative analysis, while tertiary data 

were taken from websites, e-books, and other library materials 

      In this decision, the semarang religious court judge did not grant the applicant’s 

request to annul his marriage. Because based on article 27 of the marrige law, the panel 

of judges is of the opinion that the marriage between the plaintiff and the defendant is not 

a marriage which was carried out under the threat of violating the law, but only a 

marriage which was carried out without the basis of love, due to the wishes of the parents 

and the plaintiff did not have a valid reason to file for the annulment of the marriage . 

that the plantiff should have filed for divorce instead of cancellation of marriage because 

in the marriage between the plaintiff and the defendant they could not provide for each 

other mentally and there was no mutual love between the two.  

 

 

Keywords : Marriage Cancellation, Forced Marriage 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. 

Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam 

kehidupan masyarakat maupun berumah tangga. Sehingga bagi manusia 

melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang 

dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan 

biologis mereka. Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu    كحا كح   -ن ن كح -ي  ن

yang berarti sekumpulan, bisa juga diartikan  „aqd  (perikatan)  atau  wat‟  

(persetubuhan).1 Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan (yang telah memenuhi persyaratan) inilah yang disebut 

perkawinan. 

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh 

makhluk-Nya. Allah SWT berfirman: 

 

 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariyat:49) 

Dengan disyariatkan pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan 

sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis 

keturunan.  

                                                      
1 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, 

hal 467 

 



 

2 

 

Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan 

perempuan dalam ikatan yang suci.  

Ucapan Ijab dan Qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, 

disertai kesaksian yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjadi suami-

istri. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan 

seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan 

keturunan yang baik. pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan 

keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam.2 

Pernikahan juga disebut perkawinan. dalam Bahasa Indonesia, 

“perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya 

membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh.3 Sedangkan menurut syarak, nikah diartikan sebagai akad serah 

terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling 

memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga 

yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.4 perkawinan seyogyanya dilakukan 

dengan adanya persetujuan calon mempelai, dan atas dasar suka rela atau 

saling cinta antara kedua pasangan. karena jika perkawinan dilakukan dengan 

keterpaksaan, maka sangat rentan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah 

tangga.  

                                                      
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2008, hal 197 
3 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat & Kajian Fikih Nikah lengkap, Cet-2, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 7 
4 Ibnu Katsir, Fikih Hadits Bukhari Muslim, Ummul Qura, Jakarta, 2013, hal 873 
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Dan ketidakharmonisan tersebut dapat memicu timbulnya keinginan untuk 

memutus / terputusnya perkawinan. 

Pengertian fiqih pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh artinya 

batal atau putus. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami istri, 

misalnya karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak 

bisa disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, 

menganiaya, murtad, dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum positif 

pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan tersebut di bawah 

ancaman dan terjadi salah sangka. Kemudian, A. Mukti Arto, SH 

mengemukakan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat 

sebab-sebab sebagai berikut : 

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, 2. 

Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri 

pria lain yang mafqud, 3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 

iddah suami lain, 4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, 5. 

Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 

berhak, 6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, 7. Seorang suami atau 

isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan 

dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, 8. Seorang suami 

atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu 

berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 

suami atau isteri, 9. Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah 

sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) 
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bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 

menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.  

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas, dapat 

dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat 

syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, 

sehingga apabila pihak suami atau isteri tidak menyadari atau tidak 

merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak 

atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk 

membatalkan hubungan perkawinan tersebut Dilihat dari pendapat diatas 

tersebut perkawinan dapat dibatalkan apabila ada unsur paksaan ini sejalan 

dengan asas perkawinan yakni asas sukarela, bahwa perkawinan itu harus ada 

persetujuan antara kedua calon mempelai.5 Sedangkan dalam Pasal 38 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus 

karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.6 

Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas 

dasar keputusan pengadilan.  

Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu 

perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan dilaksanakan dengan 

paksaan.7  Dan adanya keinginan untuk mendirikan rumah tangga yang kekal 

dan harmonis tentu menjadi harapan bagi mereka yang memasuki dunia 

                                                      
5 A.Mukti Arto, SH, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996 
6 Tim Redaksi  Nuansa  Aulia,  Kompilasi  Hukum  Islam & Hukum  Perkawinan, 

Kewarisan, dan Perwakafan, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal 87 
7 Ibid, hal 4 
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perkawinan. Kesepakatan untuk hidup bersama harus diartikan secara 

totalitas, yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas pada sisi lahiriah saja 

tetapi juga pada sisi rohaniah. Dengan begitu ikatan pernikahan yang tidak 

ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng tidaklah sesuai 

dengan ajaran Islam.8  

Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan 

dalam memilih pendamping hidup masing masing, dan Islam tidak pernah 

memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk 

memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran 

bagi orang tua dalam berlakon sebagai penasehat, pemberi arahan dan 

petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak 

memaksa anaknya.  

Dengan demikian paksaan dalam perkawinan atau kawin paksa dapat 

menjadi alasan pembatalan perkawinan. Seperti kasus yang terjadi di Kota 

Semarang, yaitu seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria 

karena adanya paksaan dari orang tuanya. Sehingga wanita tersebut 

mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama  Semarang. 

 Dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin 

meneliti hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan 

perkawinan serta untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim, 

Sehingga majelis hakim tidak mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut 

dengan alasan bahwa penggugat tidak mempunyai alasan yang tepat untuk 

                                                      
8 T. Sianipar, Dukun, Mantra dan Kepercayaan Masyarakat, Grafikatama Jaya, 2009, hal 

115 
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mengajukan pembatalan perkawinan. Kemudian penulis tertarik meneliti dan 

mengkaji dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 

1569/Pdt.G/2018/PA.Smg)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Setiap penulisan proposal penelitian pasti menemukan permasalahan 

yang akan  diteliti  dan  dibahas  oleh  penulis.  Adapun  permasalahan  dalam  

proposal Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan ?  

2. Apakah dasar pertimbangan hukum dari hakim pada putusan Pengadilan 

Agama Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya 

pembatalan perkawinan 

2. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hukum dari hakim pada 

putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 

1569/Pdt.G/2018/PA.Smg 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 
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maupun secara praktis. 

1. Secara Teoritis : yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dan juga sebagai 

bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.  

2. Secara Praktis  

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :  

a. Penulis 

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan  strata  satu 

(S1) dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan 

mengenai pembatalan perkawinan karena kawin paksa baik secara 

teori maupun praktek. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis 

mengharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha 

penertiban hukum. 

c. Perguruan Tinggi 

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata maupun 

hukum acara perdata praktek di peradilan.  

E. Terminologi 

 

1. TinjauanYuridis 

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah 
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mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Kata 

Yuridis berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan 

tinjauan yuridis berarti dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), 

suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. 

2. Perkawinan  

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan 

seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, 

Dalam KUH Perdata,  pengertian  perkawinan tidak dengan tegas diatur  

ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam 

hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut 

prinsip monogami. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang 

perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai 

ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh 

perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga 

yang kekal abadi. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian 

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi 

juga memiliki unsur batin / rohani. 

3. Pembatalan Perkawinan  

Pengertian pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya Menyebutkan ”perkawinan dapat 

dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
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melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasan nya 

disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal 

atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-

masing tidak menentukan lain.  

Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak 

memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal. 

Kemudian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

dijelaskan bahwa ”batalnya suatu perkawinan karena perceraian”. Hal ini 

disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat 

hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan 

maupun  terhadap   pihak   ketiga   sehingga  pembatalan  perkawinan   

tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan. Demikian 

juga dalam Pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ”Pembatalan 

perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Sedangkan dalam 

Pasal 26 KUH Perdata menyebutkan bahwa perkawinan hanya dilihat 

sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata.  

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan 

Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan 

yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu 

perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.9  

                                                      
9 Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum 

Perdata/BW,  
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4. Kawin Paksa 

Kata paksa, menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai Proses, cara  atau   perbuatan   memaksa.  Pemaksaan  adalah   

suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap 

seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang 

hendak dicapai si pemaksa. Sedangkan kata “kawin” yang menurut 

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kawin paksa adalah suatu proses dimana seseorang menggiring 

secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan perkawinan 

dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa. Kawin paksa 

tidak terlepas dari peran wali nikah, karena wali nikahlah yang berhak 

untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Wali 

dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila rukun 

ini tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah.  

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk 

menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan terkait berupa 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 
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Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang  perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sosiologis 

digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan 

perundang undangan penyelesaian perkara Pembatalan Perkawinan 

Karena Kawin Paksa. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis 

merupakan identifikasi dan konsep hukum sebagai institusi social yang 

ril dan fungsional dalam kehidupan nyata.10 Penggunaan metode 

pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan 

karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis 

dan sosiologis.  Maksudnya,  obyek   masalah  yang  diteliti  disini  tidak   

hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan 

dengan faktor sosiologis. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan 

sebenarnya. Dengan cara mencari hubungan antar variabel. melalui data 

atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dengan 

melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Selain itu dapat melakukan identifikasi pada suatu masalah khusunya 

fenomena sosial yang akan diteliti dengan metode deskriptif analisis, 

                                                      
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,, Penerbit Universitas 

Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 51 
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menentukan rumusan masalah serta menentukan tujuan dan juga manfaat 

dari penelitian yang dilakukan.  

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder 

yang di jelaskan sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berhubungan 

erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer adalah 

bukti data penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan 

secara langsung oleh penulis. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang 

Bapak Asfa’at Bisri yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

yang ada. Serta dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum 

primer lainnya adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  perubahan atas 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

4. Kompilasi Hukum Islam 

b. Data Sekunder 

Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan 

hukum tersier. dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer. Sehingga dalam penelitian ini penulis 
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menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, 

hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk 

skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan 

Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 

1569/Pdt.G/2018/PA.Smg. 

4. Metode Pengumpulan Data 

       Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :  

a. Observasi  

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses 

atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami 

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan.  

b. Wawancara  

Agar memperoleh data yang konkrit, maka dilakukan metode 

penelitian wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab kepada Bapak Asfa’at Bisri selaku Hakim 

di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang 

c. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan 

data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang 

berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan 
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ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung, Undang- Undang, buku-buku, karya ilmiah dan 

artikel-artikel. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 

kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang 

meliputi peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen,  buku-

buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan 

dengan pembatalan perkawinan  karena  kawin  paksa. Akan  

dihubungkan  dengan  data-data  yang diperoleh penulis dari studi 

lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau 

narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan 

dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan 

kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk  dapat  memberikan  gambaran  secara  luas  dan  memudahkan 

pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Terminologi, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan,   

prinsip   perkawinan,  rukun   dan  syarat  perkawinan, pengertian pembatalan 

perkawinan, tata cara pembatalan perkawinan, Pihak-pihak yang berhak 

mengajukan pembatalan perkawinan, pengertian kawin paksa, faktor 

terjadinya kawin paksa serta konsekuensi ketika terjadi kawin paksa.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Yaitu berisi tentang pembahasan penyelesaian gugatan sederhana  dalam   

perkara   perdata  meliputi  :  hal-hal   yang menyebabkan terjadinya 

pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan  hukum  dari  hakim  pada   

putusan   Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.  

BAB IV : PENUTUP 

Pada  bab  ini  berisi  Kesimpulan  dari  penelitian  yang  dilengkapi  dengan 

Saran sebagai  masukan  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  
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l l l l l BABl II 

l l l l l TINJAUANl PUSTAKA 

 

A. Tinjauanl Umuml Tentangl Perkawinan 

1. Pengertianl Perkawinan 

Katal perkawinanl menurutl istilahl hukuml Islaml samal denganl katal 

“nikah”l danl “zawaj”.l Nikahl menurutl bahasal mempunyail artil sebenarnyal 

yaknil “dham”l yangl berartil menghimpit,l menindih,l ataul berkumpul.l Nikahl 

jugal mempunyail artil kiasanl yaknil “wathaa”l yangl berartil “setubuh”l ataul 

“aqad”l yangl berartil mengadakanl perjanjianl pernikahan.l Secaral istilahl 

hukuml Islam,l perkawinanl menurutl syara’l yaitul akadl yangl ditetapkanl syara’l 

untukl membolehkanl bersenang-senangl antaral laki-lakil denganl perempuanl 

danl menghalalkanl bersenang-senangl perempuanl denganl laki-laki.l  

Perkawinanl menurutl Pasall 1l Undang-Undangl Perkawinanl Nomorl 16l 

Tahunl 2019l bahwal perkawinanl adalahl ikatanl lahirl bathinl antaral seorangl prial 

denganl seorangl wanital sebagail suamil isteril denganl tujuanl membentukl 

keluargal (rumahl tangga)l yangl bahagial danl kekall berdasarkanl Ketuhananl 

Yangl Mahal Esa.l Berdasarkanl rumusanl Pasall 1l Undang-undangl perkawinanl 

dapatl ketahui,l bahwal isil daril pasall tersebutl mengandungl dual pokokl 

pengertianl yaitul mengandungl artil perkawinanl danl mengandungl tujuanl 

perkawinan.l Mengenail artil perkawinanl terdapatl dalaml kalimat,l “ikatanl lahirl 

bathinl antaral seorangl prial denganl seorangl wanital sebagail suamil isteri”l danl 

berkaitanl denganl tujuanl perkawinanl terdapatl dalaml kalimat,l “membentukl 

keluargal (rumahl tangga)l yangl bahagial danl kekall berdasarkanl Ketuhananl 
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Yangl Mahal Esa”.l  

Menurutl Hukuml Islam,l yangl dimaksudl denganl perkawinanl adalahl 

akadl yangl menghalalkanl pergaulanl danl membatasil hakl danl kewajibanl sertal 

bertolongl menolongl antaral seorangl laki-lakil danl seorangl perempuanl yangl 

antaral keduanyal bukanl muhrim.l Apabilal ditinjaul secaral perinci,l pernikahanl 

ataul perkawinanl adalahl akadl yangl bersifatl luhurl danl sucil antaral lakil lakil danl 

perempuanl yangl menjadil sebabl sahnyal suamil isteril danl dihalalkannyal 

hubunganl seksuall denganl tujuanl mencapail keluargal yangl penuhl kasihl 

sayang,l kebajikan,l danl salingl menyantuni.11 

Menurutl Pasall 2l KHIl pengertianl perkawinanl l menurutl l Islaml l l adalahl l 

pernikahan,l yaitul akadl l yangl sangatl kuatl ataul Mitssaqal ghalidzanl untukl 

mentaatil perintahl Allahl danl melaksanakannyal merupakanl ibadah.l 

Pengertianl perkawinanl menurutl hukuml Islaml tersebutl diperluasl lagil yangl 

menyatakanl bahwa,l perkawinanl adalahl suatul akadl ataul perikatanl untukl 

menghalalkanl hubunganl kelaminl antaral laki-lakil danl perempuan,l denganl 

sukarelal danl atasl keridhohanl pasanganl suamil isteril dalaml rangkal 

mewujudkanl kebahagiaanl hidupl berkeluargal yangl diliputil rasal tentraml sertal 

kasihl sayangl denganl caral kel Ridhoanl Allahl SWT.l l  

Pernikahanl ataul perkawinanl dapatl diartikanl sebagail sebuahl ikatan,l 

apabilal sesuatul sudahl diikatkanl antaral yangl satul denganl yangl lain,l makal 

akanl salingl adal ketertarikanl daril kedual belahl pihak.l 

12 

Perkawinanl sejatinyal adalahl sebuahl perjanjianl ataul pengikatanl sucil 

                                                      
11

l Sudarsono,l Hukuml Perkawinanl Nasional,l Rinekal Cipta,l Jakarta,l 1991,l hlml 2. 
12

l Santoso,l Hakekatl Perkawinanl Menurutl Undang-undangl Perkawinanl Hukuml Islaml danl 

Hukuml Adat,l Yudisia,l Voll 7,l Nol 2,l 2016,l hall 412l -l 434 
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antaral seorangl laki-lakil danl perempuan.l Sebuahl perkawinanl antaral laki-lakil 

danl perempuanl dilandasil rasal salingl mencintail satul samal lain,l salingl sukal 

antarl kedual belahl pihakl danl perjanjianl sucil sebuahl perkawinanl dinyatakanl 

dalaml ijabl qobull yangl harusl dilakukanl antaral laku-lakil danl perempuanl yangl 

sama-samal berhakl atasl diril mereka.13 

R.l Soetojol Prawirohamidjojo14,l memberikanl penjelasanl mengenail 

pengertianl perkawinanl yangl terdapatl dil dalaml Pasall 1l Undang-Undangl 

Perkawinanl menurutnyal dil dalaml pengertianl tersebutl mengandungl limal 

unsur,l yaitul : 

a. Ikatanl lahirl bathinl :l Ikatanl lahirl adalahl hubunganl formall yangl dapatl 

dilihatl karenal dibentukl berdasarkanl undang-undangl yangl ada,l 

sedangkanl ikatanl bathinl adalahl hubunganl tidakl formall yangl dibentukl 

berdasarkanl keinginanl bersamal antaral kedual belahl pihak.l Ikatanl lahirl 

inil mengikatl kedual pihakl danl pihakl lainl yangl adal dalaml masyarakat,l 

sedangkanl ikatanl bathinl hanyal mengikatl kedual pihak.l  

b. Antaral seorangl prial danl seorangl wanital :l Perkawinanl hanyal bolehl 

terjadil antaral seorangl prial danl seorangl wanita.l Seorangl prial adalahl 

seseorangl yangl memilikil jenisl kelaminl pria,l sedangkanl seorangl wanital 

adalahl seseorangl yangl memilikil jenisl kelaminl wanita.l Perkawinanl 

antaral sesamal jenisl tidakl mungkinl terjadil karenal kodratl manusial adalahl 

berpasang-pasanganl denganl lawanl jenis. 

                                                      
13

l Ml Khoirudin,l Walil Mijbirl Menurutl Imaml Syafi’i,l Jurnall Ilmul Keislaman,l Vo.18,l Nol 2,l 2019,l 

hall 257l  
14

l Soetojol Prawirohamidjojo,l Undang-Undangl Perkawinanl dil Indonesia,l Airlanggal 

Uviversityl Pers,l Surabaya,l 1986,l hall 38-43. 
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c. Tujuanl perkawinanl adalahl membentukl keluargal (rumahl tangga)l yangl 

bahagial danl kekall :l Keluargal adalahl suatul kesatuanl terkecill danl 

merupakanl sendil dasarl susunanl dalaml masyarakatl yangl terdiril daril 

ayah,l ibu,l danl anak.l Untukl membentukl sebuahl keluargal yangl bahagial 

sangatl eratl hubungannyal denganl keturunanl danl suamil isteril sebagail 

orangl tual memilikil hakl danl kewajibanl penuhl dalaml pemeliharaanl danl 

pendidikanl anak-anaknya.l Sebuahl keluargal harusl dibangunl denganl 

pondasil yangl sangatl kuatl sehinggal perkawinanl yangl terjadil antaral 

kedual belahl pihakl hanyal terjadil sekalil seumurl hidupl danl tidakl adal istilahl 

perceraian.l  

d. Berdasarkanl Ketuhananl Yangl Mahal Esal :l Perkawinanl memilikil 

hubunganl yangl sangatl eratl denganl keagamaanl danl kerohanianl sesuail 

yangl tercantuml dalaml Pancasilal silal pertama.l Perkawinanl bukanl sajal 

mempunyail usurl ikatanl lahirl (jasmani),l tetapil jugal mempunyail ikatanl 

bathinl (rohani).l Karenal ikatanl bathinl inil sangatl mempunyail peranl 

pentingl dalaml sebuahl keluarga,l makal dapatl dikatakanl bahwal ikatanl 

bathinl yangl mampul menyatukanl l sebuahl keluarga.l  

Berdasarkanl uraianl dil atas,l padal dasarnyal tujuanl perkawinanl menurutl 

Pasall 1l Undang-undangl perkawinanl dapatl diperincil menjadil beberapal 

bagian,l yaitul Membentukl keluargal l artinyal l membangunl l suatul l l kesatuanl l 

terkecill l yangl l terdiril l daril l ayah,l l ibu,l l danl l anakl dimanal keluargal merupakanl 

sendil dasarl susunanl masyarakat.l Keluargal l yangl l bahagial l danl l kekall l artinyal l 

kebahagiaanl l yangl l diperolehl daril sebuahl l keluargal l eratl l hubungannyal l 
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denganl adanyal keturunanl (anak)l karenal itul yangl menjadil tujuanl daril sebuahl 

perkawinan.l Adanyal keturunanl dalaml rumahl tanggal inil menunjukanl 

kerukunanl antaral suamil isteri.l Kebahagiaanl yangl inginl dicapail bukanl hanyal 

kebahagiaanl yangl bersifatl sementara,l melainkanl kebahagiaanl yangl bersifatl 

kekall karenal perkawinanl yangl diharapkanl adalahl perkawinanl yangl kekal.l 

Kekall artinyal perkawinanl tersebutl hanyal dapatl berakhirl karenal adanyal 

kematianl salahl satul pihakl danl tidakl bolehl diputuskanl olehl kehendakl paral 

pihak.l Berdasarkanl Ketuhananl Yangl Mahal Esa,l artinyal perkawinanl sangatl 

eratl hubungannyal denganl keagamaanl ataul kepercayaanl sesuail denganl 

Pancasilal silal pertama. 

Berdasarkanl uraianl dil atas,l dapatl dikatakanl bahwal perkawinanl tidakl 

hanyal mempunyail unsurl jasmanil /l lahirl melainkanl jugal mempunyail unsurl 

rohanil /l bathin.l Pengertianl perkawinanl menurutl Kompilasil Hukuml Islaml 

yaitul sebagail salahl satul ibadahl muamalah.l Ketentuanl dalaml Pasall 2l danl 

Pasall 3l Kompilasil Hukuml Islaml menyatakan:l “Perkawinanl adalahl 

pernikahan,l yaitul akadl yangl sangatl kuatl ataul miitsaaqanl gholiidhanl untukl 

menaatil perintahl Allahl danl melaksanakannyal merupakanl ibadahl yangl 

bertujuanl untukl mewujudkanl kehidupanl rumahl tanggal yangl sakinah,l 

mawadah,l danl rahmah.” 

Jadil perkawinanl dilihatl daril segil keagamaanl adalahl suatul “perikatanl 

jasmanil danl rohani”l yangl membawal akibatl hukuml terhadapl agamal yangl 

dianutl kedual calonl mempelail besertal keluargal kerabatnya.l Perkawinanl 

dalaml artil “ikatanl jasmanil danl rohani”l berartil suatul ikatanl untukl 
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mewujudkanl kehidupanl yangl l selamatl l bukanl l sajal dil l dunial l tetapil l jugal dil 

akhirat,l bukanl sajal lahiriyahl tetapil jugal bathiniyah,l bukanl sajal gerakl langkahl 

yangl samal dalaml karyal tetapil jugal gerakl langkahl yangl samal dalaml berdoa.l 

Olehl karenanyal padal dasarnyal setiapl agamal tidakl dapatl membenarkanl 

perkawinanl yangl berlangsungl tidakl seagama.l Menurutl Hukuml Islaml 

pengertianl perkawinanl secaral luasl adalahl sebagail berikutl : 

a. Merupakanl alatl untukl memenuhil kebutuhanl emosil danl seksuall yangl sahl 

danl l benar. 

b. Suatul mekanismel untukl mengurangil ketegangan. 

c. Caral untukl memperolehl keturunanl yangl sah. 

d. Mendudukil fungsil sosial. 

e. Mendekatkanl hubunganl antaral keluargal danl solidaritasl kelompok 

f. Merupakanl perbuatanl menujul ketaqwaan. 

g. Merupakanl suatul bentukl ibadahl yaitul pengabdianl kepadal Allahl 

mengikutil sunahl Rasullahl SAW. 

Pengertianl perkawinanl maupunl dasarl hukuml masalahl perkawinanl yangl 

disebutkanl diatasl barartil memberikanl ketentuanl bahwal perkawinanl 

merupakanl suatul perbuatanl sucil yangl memerlukanl aturan-aturanl untukl 

mengaturnyal olehl karenal itul padal tempat-Nyalahl apabilal Islaml mengaturl 

masalahl perkawinanl amatl telitil danl terperincil untukl membawal manusial 

hidupl berkehormatanl sesuail denganl kedudukannyal yangl amatl mulial dil 

tengahl makhluk-makhlukl Allahl yangl lain. 
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Berdasarkanl pengertianl perkawinanl menurutl Undang-undangl Nomorl 

16l Tahunl l l 2019l l l danl l l Kompilasil l l Hukuml l Islaml l (KHI)l l dil l atas,l l dapatl l l diambill 

kesimpulanl bahwal pengertianl perkawinanl mengandungl tigal aspekl yaitul : 

a. Aspekl Agamal  

Aspekl agamal dalaml perkawinanl ialahl bahwal islaml l memandangl danl 

menjadikanl perkawinanl itul sebagail basisl l suatul masyarakatl yangl baikl 

danl teratur,l sebabl perkawinanl tidakl hanyal dipertalikanl olehl ikatanl lahirl 

saja,l tetapil diikatl jugal denganl ikatanl batinl danl jiwa.l Menurutl ajaranl 

Islaml perkawinanl itul tidaklahl hanyal sebagail persetujuanl biasal 

melainkanl merupakanl suatul persetujuanl suci,l dimanal kedual belahl pihakl 

dihubungkanl menjadil pasanganl suamil isteril ataul memintal menjadil 

pasanganl hidupnyal denganl mempergunakanl namal Tuhan 

b. Aspekl Sosiall Perkawinanl dilihatl daril aspekl sosiall memilikil artil pentingl 

yaitul : 

1) Dilihatl daril penilaianl umuml yaitul orangl yangl melakukanl 

perkawinanl mempunyail kedudukanl yangl lebihl dihargail daril padal 

merekal yangl beluml kawin.l Bagil kauml wanital denganl perkawinanl 

akanl memberikanl kedudukanl sosiall tinggil karenal ial sebagail istril 

danl wanital mendapatl hak-hakl sertal dapatl melakukanl tindakanl 

hukum. 

2) Sebeluml adanyal peraturanl tentangl perkawinan,l dulul wanital bisal l l l l 

dimadul tanpal batasl danl tanpal bisal berbuatl apa-apa,l tetapil menurutl 

ajaranl agamal Islaml dalaml perkawinanl mengenail kawinl poligamil 
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inil bisal dibatasil empatl orang,l asall denganl syaratl laki-lakil itul bisal 

bersifatl adill denganl istri-istrinya. 

c. Aspekl Hukum 

Aspekl hukuml dalaml perkawinanl diwujudkanl dalaml bentukl akadl nikahl 

yaitul merupakanl perjanjianl yangl harusl dipenuhil olehl kedual belahl pihak.l  

2. Hukuml Perkawinan 

Dalaml penetapanl hukuml suatul perkawinanl terdapatl perbedaanl 

pendapatl padal kalanganl ulama.l Jumhurl ulamal berpendapatl bahwal hukuml 

perkawinanl adalahl sunnah.l Golonganl Zahiril mengatakanl bahwal menikahl itul 

wajib.l Paral ulamal Malikil Muta’akhirinl berpendapatl bahwal menikahl adalahl 

wajibl untukl sebagianl orangl danl sunnahl untukl sebagianl orangl lainnyal danl 

mubah.l Adal beberapal hall dalaml hukuml perkawinanl ditinjaul daril kondisil 

perseoranganl adalahl sebagail berikut: 

1) Wajibl :l bagil orang-orangl yangl mempunyail kemauanl untukl menikahl 

tidakl dapatl menahanl hawal nafsunyal terhadapl wanital danl ial mampul 

untukl menikah. 

2) Sunnahl :l Dasarl hukuml nikahl menjadil sunnahl bilal seseorangl 

menginginkanl sekalil punyal anakl danl takl mampul mengendalikanl diril 

daril berbuatl zina. 

3) Mubahl l :l Seseorangl yangl hendakl menikahl tetapil mampul menahanl 

nafsunyal daril berbuatl zina,l makal hukuml nikahnyal adalahl mubah.l 

Sementara,l ial beluml berniatl memilikil anakl danl seandainyal ial menikahl 

ibadahl sunnahnyal tidakl sampail terlantar.l  
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4) Makruhl :l Hall itul terjadil bilal seseorangl akanl menikahl tetapil tidakl berniatl 

memilikil anak,l jugal ial mampul menahanl diril daril berbuatl zina. 

5) Haraml :l Hukuml nikahl menjadil haraml apabilal ial menikahl justrul akanl 

merugikanl istrinya,l karenal ial tidakl mampul memberil nafkahl lahirl danl 

batin.l Atau,l jikal menikah,l ial akanl mencaril matal pencaharianl yangl 

diharamkanl olehl Allah.l  

3. Prinsipl Perkawinanl  

l l l l Adapunl prinsip-prinsipl perkawinanl dalaml Islaml antaral lainl : 

a. Memenuhil danl melaksanakanl perintahl agamal  

Agamal mengaturl perkawinanl danl memberil Batasanl rukunl danl syaratl 

yangl perlul dipenuhi.l Apabilal rukunl danl syaratnyal tidakl terpenuhil makal 

perkawinanl itul batall (Fasakh).l  

b. Kerelaanl danl persetujuan 

Pihakl yangl melangsungkanl perkawinanl itul dirumuskanl denganl kata-l 

katal kerelaanl ataul persetujuanl calonl istril danl suami.l Agarl suamil danl istril 

dapatl membentukl keluargal bahagia,l sejahteral danl kekal,l makal 

diwajibkanl kepadal calonl mempelail untukl kenall terlebihl dahulu. 

c. Kebebasanl memilihl jodohl  

Memilihl l jodohl l merupakanl l hakl l pilihl l yangl bebasl bagil laki-lakil danl 

perempuanl sepanjangl tidakl melanggarl ketentuanl yangl digariskanl olehl 

syariat.l Syariatl islaml memberikanl petunjukl bagil orangl tual agarl tidakl 

memaksakanl kehendaknyal dalaml masalahl penentuanl jodohl anak-anakl 
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mereka.15 

d. Salingl melengkapil danl melindungil sertal memperlakukanl istril denganl 

baik.l  

4. Rukunl danl Syaratl Perkawinan 

Dalaml Undang-Undangl Perkawinanl Nomorl 16l Tahunl 2019l Pasall 7l 

perkawinanl hanyal diizinkanl jikal pihakl prial danl wanital sudahl berumurl 19l 

(Sembilanl belas)l Tahun.l Padal pelaksanaanl perkawinan,l calonl mempelail 

harusl memenuhil rukunl danl syaratl perkawinan.l  

Rukunl perkawinanl adalahl sesuatul yangl harusl adal (wajib)l ketikal 

dilakukanl aktifitasl danl bagian-bagianl yangl harusl adal padal saatl perkawinanl 

itul dilaksanakan,l Apabilal tidakl terpenuhil makal tidakl terjadil perkawinan. 

Berdasarkanl Pasall 14l Kompilasil Hukuml Islam,l orangl yangl beragamal 

Islaml harusl memenuhil rukunl perkawinanl yaitul : 

1) calonl istri 

2) calonl suami 

3) Ijabl Qobull danl maharl  

4) dual orangl saksi 

Saksil dalaml perkawinanl merupakanl rukunl pelaksanaanl akadl nikah,l 

karenal itul setiapl perkawinanl harusl disaksikanl dual orangl saksil dalaml 

Pasall 24l KHI.l Dalaml akadl nikahl saksil diperlukanl apabilal saksil tidakl 

hadirl padal saatl akadl nikahl dilangsungkan,l pernikahanl tersebutl 

hukumnyal tidakl sah.l Pasal l 26l Undang-undangl Perkawinanl menegaskanl 

                                                      
15

l Abdull Manan,l Anekal Masalahl Hukuml Perdatal Islaml dil Indonesia,l Kencana,l Jakarta,l 2008,l l 

hall 7-8 
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:l Perkawinanl yangl dilangsungkanl dimukal Pegawail Pencatatanl 

Pernikahanl yangl tidakl berwenang,l walil nikahl tidakl sah.l Yangl dapatl 

ditunjukl menjadil saksil dalaml akadl nikahl adalahl seorangl laki-lakil 

muslim,l adil,l akil,l balig,l sehatl jasmanil danl rohani.l  

5) walil nikah 

Walil merupakanl ketentuanl hukuml yangl harusl dil paksakanl kepadal orangl 

lainl sesuail bidangl hukumnya.l Dalaml hukuml walil adalahl orangl yangl 

bertindakl atasl namal mempelail perempuanl dalaml suatul akadl nikah.l 

Akadl nikahl dilakukanl olehl dual pihak,l yaitul pihakl laki-lakil danl 

perempuanl yangl dilakukanl olehl walinya.l Apabilal tidakl terpenuhil statusl 

perkawinanl tidakl sah.l Walil terdiril daril :l Wali,l Nasab,l Walil Hakim.l  

Berdasarkanl ketentuanl hukuml Islam,l ditambahl denganl adanyal kerelaanl daril 

pihakl calonl istri.l Padal dasarnyal tidakl semual pasanganl laki-l lakil danl wanital 

dapatl melangsungkanl perkawinan.l Namun,l yangl dapatl melangsungkanl 

perkawinanl adalahl mereka-merekal yangl telahl memenuhil syarat-syaratl yangl 

telahl ditentukanl dil dalaml peraturanl perundang-l undangan.l Rukunl danl syaratl 

perkawinanl wajibl dipenuhi,l bilal tidakl makal tidakl sah.l disebutkanl bahwal 

nikahl fasidl yaitul nikahl yangl tidakl memenuhil syarat-syaratnya,l sedangkanl 

nikahl batill adalahl nikahl yangl tidakl memenuhil rukunnyal danl hukuml fasidl danl 

batill adalahl samal yaitul tidakl sah.l  

Sedangkanl yangl dimaksudl denganl syaratl perkawinanl adalahl sesuatul 

yangl harusl adal dalaml perkawinanl tetapil tidakl termasukl hakekatl perkawinan.l 

Kalaul salahl satul syarat-syaratl perkawinanl itul tidakl dipenuhil makal 
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perkawinanl itul tidakl sah.l Adal dual macaml syaratl perkawinan,l yaitul syaratl 

materiill danl syaratl formal.l Syaratl materiill adalahl syaratl yangl adal danl 

melekatl padal diril pihak-pihakl yangl melangsungkanl perkawinan,l disebutl 

jugal “syarat-syaratl subyektif”.l Adapunl syarat-syaratl formall adalahl tatal caral 

ataul prosedurl melangsungkanl perkawinanl menurutl hukuml agamal danl 

undang-undang,l disebutl jugal “syarat-syaratl obyektif” 

Sedangkanl Kholill Rahmanl menyebutkanl syarat-syaratl perkawinanl 

mengikutil rukun-rukunnya.l 

16
l sepertil berikutl : 

a. l l Calonl mempelail prial syarat-syaratnyal : 

1) Beragamal Islam 

2) Laki-laki 

3) Jelasl orangnya 

4) Dapatl memberikanl persetujuan 

5) Tidakl terdapatl halanganl perkawinan. 

b. Calonl mempelail wanital syarat-syaratnyal : 

1) Beragamal Islam 

2) Perempuan 

3) Jelasl orangnya 

4) Dapatl dimintail persetujuannya 

5) Tidakl terdapatl halanganl perkawinan 

6) Keduanyal telahl mencapail usial yangl layakl untukl melangsungkanl 

perkawinan.l  

                                                      
16

l Ahmadl Rofiq,l Op.l Cit,l hal,l 55 
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c. Walil nikah,l syarat-syaratnya: 

1) Laki-laki 

2) Dewasa 

3) Mempunyail hakl perwalian 

4) Tidakl terdapatl halanganl perwaliannya. 

d. Saksil nikah,l syarat-syaratnyal : 

1) Minimall dual orangl saksi 

2) Hadirl dalaml Ijabl Qabul 

3) Dapatl mengertil maksudl akad 

4) Islam 

5) Dewasa. 

e. Akadl nikahl adalahl perjanjianl yangl berlangsungl antaral kedual belahl 

pihakl yangl melangsungkanl perkawinanl dalaml bentukl ijabl danl qobul.l 

Ijabl adalahl penyerahanl daril pihakl pertama,l sedangkanl qobull adalahl 

penerimaanl daril pihakl kedua.l Ketentuanl syarat-syaratl Ijabl Qabull dalaml 

akadl nikahl adalahl sebagail berikutl : 

1) Adanyal pernyataanl mengawinkanl daril wali 

2) Adanyal pernyataanl penerimaanl daril calonl mempelail pria 

3) Memakail kata-katal nikah,l tazwijl ataul terjemahanl daril katal nikahl 

ataul l tazwij 

4) Antaral ijabl danl qabull bersambungan 

5) Antaral ijabl danl qabull jelasl maksudnya 

6) Orangl yangl terkaitl denganl ijabl qabull tidakl sedangl dalaml ihram,l hajil 



 

29 

 

umrahl  

7) Majelisl ijabl danl qabull itul harusl dihadiril minimuml empatl orang,l 

yaitul :l  

Calonl mempelail prial ataul wakilnya,l walil daril mempelail wanital ataul 

wakilnya,l danl dual orangl saksi.l Denganl demikianl jikal suatul 

perkawinanl tidakl memenuhil salahl satul syaratl ataupunl rukunl nikah,l 

makal perkawinanl tersebutl dapatl dibatalkan. 

B. Tinjauanl Umuml Pembatalanl Perkawinan 

1. Pengertianl Pembatalanl Perkawinanl  

Pembatalanl perkawinanl berbedal denganl pencegahanl perkawinan,l jikal 

usaha-usahal pencegahanl perkawinanl dilakukanl sebeluml l l l perkawinanl 

dilangsungkan,l makal pembatalanl perkawinanl dilakukanl setelahl 

perkawinanl dilangsungkanl ketikal diketahuil terdapatl syarat-syaratl 

perkawinanl yangl tidakl terpenuhi.17
l Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l 

pasall 22l menegaskan:l “Perkawinanl dapatl dibatalkanl apabilal paral pihakl tidakl 

memenuhil syarat-syaratl untukl melangsungkanl perkawinan.”l Batall adalahl 

rusaknyal hukuml yangl ditetapkanl terhadapl suatul amalanl l seseorang,l l karenal l 

tidakl l memenuhil l l syaratl l danl l l rukunnyal l yangl l l telahl ditetapkanl olehl syarak.18
l 

Menurutl Zainuddinl Ali,l pembatalanl perkawinanl adalahl pembatalanl 

hubunganl suamil istril sesudahl dilangsungkannyal akadl nikah.19
l Sedangkanl 

Amirl Syarifuddinl dalaml bukunyal yangl berjudull Hukuml Perkawinanl Islaml 

dil Indonesial menyatakanl bahwal pembatalanl perkawinanl adalahl pembatalanl 

                                                      
17

l Ahmadl Rofiq,l Hukuml Perdatal Islaml dil Indonesia,l rajawalil pers,l Jakarta,l 2013,l hall 120 
18

l Tihamil danl Soharil Sahrani,l Op.Cit,l hall 195 
19

l Zainuddinl Ali,l Hukuml Perdatal Islaml dil Indonesia,l Sinarl Grafika,l Jakarta,l 2006,l hall 37 
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ikatanl pernikahanl olehl Pengadilanl Agamal berdasarkanl tuntutanl istril ataul 

suamil yangl dapatl dibenarkanl Pengadilanl Agamal ataul karenal pernikahanl 

yangl telahl terlanjurl menyalahil hukuml pernikahan.20
l Denganl katal lain,l 

setelahl hakiml mengetahuil bahwal perkawinanitul tidakl dapatl dilanjutkan,l 

baikl karenal perkawinanl yangl telahl berlangsungl ternyatal l terdapatl l kesalahan,l 

sepertil l tidakl l memenuhil l persyaratanl ataul rukunl nikahl yangl telahl ditentukanl 

makal hakiml berhakl melakukanl pembatalanl perkawinan.l  

Menurutl R.l Soetojol Pramirohamidjojol danl Asisl Safioedinl sebenarnyal 

istilahl “batalnyal perkawinan”l itul tidaklahl tepat.l Akanl lebihl tepatnyal kalaul 

dikatakanl “dibatalkannyal perkawinan”,l sebabl bilamanal perkawinanl itul 

tidakl memenuhil syarat-syaratnyal l makal l barulahl l perkawinanl l itul l dibatalkanl l 

sesudahl diajukanl kel mukal hakim.l Kalaul demikianl istilahnyal bukanl nietegl 

(batal),l melainkanl vernietigbaarl (dapatl dibatalkan). 

Menurutl Soedaryol Soiminl “Pembatalanl perkawinanl adalahl 

perkawinanl yangl terjadil denganl tanpal memenuhil syarat-syaratl sesuail 

Undang-undangl Perkawinan”l pembatalanl perkawinanl adalahl tindakanl 

Putusanl Pengadilanl Agamal yangl menyatakanl bahwal perkawinanl yangl 

dilakukanl itul tidakl sah,l akibatnyal ialahl bahwal perkawinanl itul dianggapl tidakl 

pernahl ada.21 

Baikl istilahl fasakhl maupunl istilahl batall sama-samal berartil suatul 

pelaksaanl ibadahl ataul nikahl misalnyal yangl dilaksanakanl denganl tidakl 

mencukupil syaratl ataul rukunnya.l Ibadahl yangl tidakl sah,l baikl karenal tidakl 

                                                      
20

l Amirl Syarifuddin,l Hukuml Perkawinanl Islaml dil Indonesia,l Kencana,l Jakarta,l 2011,l hall 242 
21

l Muchlisl Marwanl danl Thoyibl Mangkupranoto,l Hukuml Islaml II,l Buanal Cipta,l Surakarta,l 1986 
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lengkapl syaratl ataul rukunnyal ataul karenal adal penghalangl bisal disebutl akadl 

fasadl danl bolehl pulal disebutl akadl batal.22
l Sedangl perkawinanl bathill adalahl 

apabilal tidakl memenuhil rukunnya,l hukuml nikahl fasidl danl bathill adalahl 

sama,l yaitul tidakl sah.l Andil Tahirl Hamidl jugal berpendapatl bahwal suatul 

perkawinanl yangl tidakl memenuhil syaratl danl terlanjurl dilangsungkanl dapatl 

dimohonkanl pembatalannya.l  

2. Tatal Caral Pembatalanl Perkawinan 

Dalaml Pasall 74l Kompilasil Hukuml Islam,l menjelaskanl tentangl tatal 

caral pembatalanl perkawinan,l adalahl sebagail berikutl :l  

1. Permohonanl pembatalanl perkawinanl dapatl diajukanl kepadal Pengadilal 

Agamal yangl mewilayahil tempatl tinggall suamil ataul istril ataul tempatl 

perkawinanl dilangsungkan 

2. Batalnyal suatul perkawinanl dimulail setelahl putusanl Pengadilanl Agamal 

mempunyail kekuatanl hukuml yangl tetapl danl berlakul sejakl saatl 

berlangsungnyal perkawinan.l  

l l Adapunl penjelasannyal sebagail berikutl : 

a. Hanyal pengadilanl yangl berwenangl untukl membatalkanl 

perkawinanl  

Gugatanl pembatalanl perkawinanl dapatl diajukanl kepadal 

Pengadilanl Agamal yangl mewilayahil tempat l perkawinanl 

dilangsungkan,l tempatl tinggall suamil istri,l tempatl tinggall suamil 

ataul tempatl tinggall istril Dalaml Kitabl Undang-undangl Hukuml 

                                                      
22

l Satrial Efendil Ml Zein,l Problematikal Hukuml Keluargal Islaml Kontemporer,l Prenadal Media,l 

Jakarta,l 2004 
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Perdatal Pasall 85l menyebutkanl pembatalanl perkawinanl l hanyal 

dapatl dinyatakanl olehl Hakim23 

b. Pemohonl ataul kuasal Hukuml mendatangil Pengadilanl Agama,l 

kemudianl semual gugatanl /l permohonanl harusl dil buatl secaral 

tertulis,l bagil penggugatl /l pemohonl yangl tidakl dapatl membacal danl 

menulis,l makal gugatanl /l permohonanl dil ajukanl secaral lisanl kepadal 

Ketual Pengadilanl Agama 

c. Gugatanl pembatalanl perkawinanl harusl memuatl identitasl paral 

pihakl yangl berperkara,l alasanl yangl berdasarkanl faktal danl hukuml 

sertal petituml (tuntutanl yangl dimintal olehl penggugat l /l pemohon). 

1) Penetapanl Majelisl Hakim 

2) Pemanggilan 

3) Pemeriksaan 

4) Upayal Damai 

5) Pembuktian 

6) Putusanl Hakim 

7) Biayal Perkara 

8) Berlakunyal putusanl Hakim 

Batalnyal suatul perkawinanl dimulail setelahl putusanl Pengadilanl Agamal 

mempunyail kekuatanl hukuml tetapl berlakul sejakl berlangsungnyal 

perkawinan,l akanl tetapil keputusanl tidakl berlakul surutl kepadal anak-anakl 

yangl dilahirkanl daril perkawinanl tersebut,l suamil istril yangl bertindakl denganl 

                                                      
23

l Rl Subektil danl Rl Tjirosudibio,l Kitabl Undang-undangl Hukuml Perdata,l PT.l Pradiyal Paramita,l 

Jakarta,l 2004 
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iktikadl baik,l kecualil terhadapl hartal bersama,l bilal pembatalanl perkawinanl dil 

dasarkanl atasl adanyal perkawinanl lainl yangl lebihl dulul l Pasall 28l ayatl 1l 

Undang-undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl perkawinan.l  

3. Pihak-Pihakl Yangl Berhakl Mengajukanl Pembatalanl Perkawinan 

Apabilal terjadil pembatalanl perkawinanl baikl dalaml bentukl 

pelanggaranl terhadapl hukuml perkawinanl ataul adal hall lainl yangl tidakl 

mungkinl melanjutkanl perkawinan,l adapunl kesamaanl orangl yangl berhakl 

mengajukanl pembatalanl perkawinanl yaitul dalaml Undang-Undangl 

Perkawinanl Nomorl 16l Tahunl 2019l Pasall 23l yaitul :l  

a.l l  Paral keluargal dalaml garisl keturunanl lurusl kel atasl daril suamil ataul istri 

b. Suamil ataul istril  

c. Pejabatl yangl berwenangl hanyal selamal perkawinanl beluml diputuskanl  

d. Pejabatl yangl ditunjukl tersebutl padal Pasall 16l ayatl (2)l Undang-Undangl 

Perkawinanl danl setiapl orangl yangl mempunyail kepentinganl hukuml 

secaral langsungl terhadapl perkawinanl tersebut,l tetapil setelahl 

perkawinanl itul putus.l  

 

C. Tinjauanl Umuml Kawinl Paksal  

1. Pengertianl Kawinl Paksa 

Katal paksa,l menurutl Kamusl Besarl Bahasal Indonesial diartikanl sebagail 

Proses,l caral ataul perbuatanl memaksa.l Pemaksaanl adalahl suatul prosesl 

dimanal seseorangl menggiringl secaral paksal terhadapl seseorangl lainnyal 

untukl melakukanl ataul tidakl melakukanl suatul perbuatanl denganl maksud-
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maksudl danl tujuan-tujuanl tertentul yangl hendakl dicapail sil pemaksa24.l 

Sedangkanl katal “kawin”l yangl menurutl bahasal artinyal membentukl keluargal 

denganl lawanl jenis;l melakukanl hubunganl kelaminl ataul bersetubuh.l R.l 

Soesilol menjelaskanl bahwal yangl dimaksudl denganl “memaksa”l adalahl 

menyuruhl orangl melakukanl sesuatul demikianl rupa,l sehinggal orangl itul 

melakukanl sesuatul berlawananl denganl kehendakl sendiri25.l Sedangkanl 

menurutl hukuml islaml kawinl paksal disebutkanl bahwal dalaml melaksanakanl 

suatul pernikahanl bukanl kehendakl sendiril ataul tidakl dalaml keputusanyal 

sendiril melainkanl atasl keterpaksaanl daril walil ataul orangl tuanya. 

Denganl l demikianl l dapatl l disimpulkanl bahwal kawinl paksal adalahl suatul 

prosesl dimanal seseorangl menggiringl secaral paksal terhadapl seseorangl 

lainnyal untukl melakukanl perkawinanl denganl tujuanl tertentul yangl hendakl 

dicapail sil pemaksa.l  

Kawinl paksal tidakl terlepasl daril peranl walil nikah,l karenal walil nikahlahl 

yangl berhakl untukl menikahkanl seseorangl yangl beradal dil bawahl 

perwaliannya.l Walil dalaml perkawinanl merupakanl rukunl yangl harusl 

dipenuhil bagil calonl mempelail wanital yangl bertindakl untukl menikahkannya,l 

apabilal rukunl inil tidakl terpenuhil makal statusl perkawinannyal tidakl sah.l  

Ijbarl dalaml kamusl al-munawwirl dikatakanl ajbarahul alal al-amr,l berartil 

mewajibkan,l memaksal agarl mengerjakan.l Ijbarl perbedaanl denganl katal Ikrahl 

danl Taklif.l Ikrahl adalahl suatul paksaanl terhadapl seseorangl untukl melakukanl 

sesuatul l pekerjaanl tertentul l denganl l suatul l ancamanl yangl membahayakanl jiwal 

                                                      
24

l http://kbbi.web.id/paksa 
25

l http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d250f2d7bb4/dipaksa-l menikah-padahal-

tidak-cinta 

http://kbbi.web.id/paksa
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d250f2d7bb4/dipaksa-
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danl tubuhnya,l danl dial tidakl mampul melawannya.l Taklifl adalahl suatul 

paksaanl l terhadapl l l seseorangl l l untukl l l melakukanl l sesuatu,l l akanl l tetapil l l 

pekerjaanl l inil l adalahl l suatul l kewajibanl l daril l seseorangl l (mukallaf)l karenal dial 

telahl denganl sadarl menjatuhkanl pilihannyal untukl mengikutil aturanl 

hukum.Sedangkanl Ijbarl adalahl suatul tindakanl untukl melakukanl sesuatul atasl 

dasarl tanggungl jawab.l Namunl selamal inil praktekl masyarakatl menganggapl 

bahwal Ijbarl adalahl hakl daril orangl tual untukl menikahkanl anakl perempuannyal 

ataul yangl dikenall denganl kawinl paksa.26 

Hakl Ijbarl seringl dipahamail sebagail hakl seorangl walil mujbirl untukl 

memaksakanl perkawinanl anakl perempuannya.l Walil dalaml perkawinanl 

adalahl keberadaanl seseorangl yangl menjadikanl sahl ataul tidaknyal akadl nikah.l 

Macam-macaml walil dilihatl daril otoritasnyal dibagil menjadil dua,l yaitul walil 

mujbirl yangl berartil walil yangl mempunyail hakl untukl menikahkanl seseorangl 

yangl l adal l dil l bawahl l l perwaliannyal denganl tanpal izinl danl persetujuannya.l 

Sedangkanl walil ghairul mujbirl adalahl sebaliknya,l dial harusl menyertakanl izinl 

danl peretujuanl seseorangl yangl dil bawahl perwaliannya.27
l Adapunl l 

pandanganl l al-Syafi‟il l l mengatakanl l bahwal perempuanl merdekal tidakl bolehl 

menikahkanl dirinyal sendiri.l Namunl seorangl walil jugal tidakl bolehl bolehl 

semena-menal terhadapl perempuanl yangl adal dil bawahl perwaliannya,l baikl itul 

memaksal untukl menikahl denganl pilihanl walil ataul sebaliknyal menolakl 

menikahkanl karenal tidakl sesuail denganl pilihanl wali.28
l  

                                                      
26

l Miftahull Huda,l Kawinl Paksa,l Ijbarl Nikahl &l Hak-hakl Reproduksil Perempuan,l STAINl 

Ponorogol Pers,l Ponorogo,l 2009,l hall 28 
27

l Ibid,l hall 29l  
28

l Ibid,l hall 23 
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Mayoritasl ulamal sepakatl bahwal kewenanganl kafa"ahl adal padal 

perempuanl danl walil nya.l Apabilal perempuanl menggugurkanl 

kewenangannyal dalaml perkaral kafa"ahl makal kewenanganl tersebutl tetapl adal 

padal walinya,l begitupunl sebaliknya.Tidakl diperbolehkanl walil menikahkanl 

anakl perempuanl denganl laki-lakil yangl tidakl sekuful kecualil adal persetujuanl 

daril anakl perempuanl tersebutl danl apabilal tidakl setujul makal anakl perempuanl 

bolehl menolak.l Anakl perempuanl bolehl menikahl denganl laki-lakil yangl tidakl 

sekuful atasl ridhal daril walinyal danl jikal walil tidakl ridhal karenal diantaral 

merekal tidakl setaral makal walil berhakl menolak,l karenal pernikahanl tanpal 

adanyal kesetaraanl akanl menimbulkanl aibl bagil perempuanl danl paral walinya.l 

Secaral sosiologisl keberadaanl kafa"ahl mempunyail tujuanl agarl terhindarl daril 

aibl ataul rasal malul pihakl keluargal calonl mempelail sebagail akibatl daril 

pernikahanl yangl tidakl sekufu.l Selainl itu,l ketidakserasianl antaral laki-lakil danl 

keluargal perempuanl mengakibatkanl hubunganl kedual keluargal retak.l 

Berkaitanl denganl tujuanl pernikahan,l makal perlul persiapanl yangl matangl baikl 

secaral ekonomi,l finansial,l psikis.l Sebabl pernikahanl bukanl hanyal 

menyatukanl dual manusial sebagail sepasangl suamil istri,l tetapil menyatukanl 

kedual keluargal danl segalal sesuatul yangl berbeda,l inilahl yangl menyebabkanl 

ulamal sepakatl perlul adanyal kesetaraanl sebeluml melangsungkanl pernikahan.l  

Pernikahanl terbilangl sahl jikal semual syaratl sahl nyal terpenuhil salahl 

satunyal adalahl kehadiranl walil nikah.l Walil nikahl adalahl seseorangl yangl 

bertanggungl jawabl untukl menikahkanl seseorangl yangl beradal dibawahl 

perwaliannya.l Walil nikahl merupakanl salahl satul syaratl sahl pernikahan.l 
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Tanpal adanyal walil makal nikahnyal tidakl sahl danl batal.l Walil memegangl 

perananl pentingl dalaml pernikahanl utamnyal bagil anakl perempuan.l l Ayahl 

bertanggungl jawabl penuhl terhadapl anakl perempuanl yangl masihl gadisl 

terutamal dalaml pernikahanl sehinggal ial memilikil hakl ijbarl yangl merupakanl 

hakl untukl memaksal menikahkanl anakl perempuanl yangl masihl gadisl apabilal 

adal laki-lakil yangl dinilail baikl agamal danl akhlakl nyal sertal sekuful denganl anakl 

perempuanl tersebutl datangl untukl melamarnya.l Secaral luas,l hakl ijbarl 

merupakanl hakl untukl menikahkanl danl mengarahkanl anakl perempuanl dalaml 

pemilihanl pasangan. 

Makal pandanganl hukuml perkawinanl Islaml padal konsepl kafa"ahl 

sebagail syaratl walil berlakul ijbarl adalahl kafa"ahl selalul dikaitkanl denganl 

perwalianl ijbar.l Kafa"ahl sebagail langkahl pranikahl yangl dilakukanl untukl l 

melihatl kesetaraanl sertal keseimbanganl antaral laki-lakil danl perempuanl yangl 

akanl menikah.l Antaral kafa"ahl danl perwalianl ijbarl salingl berhubungan,l 

kafa"ahl menjadil salahl satul syaratl walil berlakul ijbar,l asalkanl obyekl mujbirl 

sendiril beradal dil posisil tepatl danl benar.l Sehinggal kafa"ahl akanl memberikanl 

kemaslahatanl padal kehidupanl rumahl tangga.l l  

2. Faktorl Terjadinyal Kawinl Paksa 

Faktor-faktorl terjadinyal kawinl paksal : 

a. Kekeliruanl dalaml menempatkanl hakl danl kewajibanl orangl tual terhadapl 

anakl danl anakl terhadapl orangl tua 

b. Adanyal pemikiranl bahwal orangl tual hanyal akanl memberikanl yangl 

terbaikl bagil anaknya 
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c. Nilail danl normal jugal merupakanl factorl penyebabl adanyal kawinl paksa,l 

baikl agamal sebagail sebuahl keyakinanl maupunl budayal yangl masihl 

kokoh.l Sepertil kewajibanl orangl tual untukl mencarikanl pasanganl hidupl 

untukl anaknya,l begitul jugal denganl stigmal terhadapl perempuanl yangl 

tidakl laku,l telahl mendorongl orangl tual untukl mencarikanl sekuatl tenagal 

temanl hidupnya.l 

29 

d. Daril ketigal alasanl diatasl ternyatal padal kenyataannyal kawinl paksal itul 

bisal terjadil karenal orangl tual yangl khawatirl padal anaknyal lantaranl takutl 

anaknyal ditinggalkanl olehl orangl lainl yangl tidakl bertanggungl jawabl 

sehinggal dapatl merugikanl orangl lain.30 

3. Konsekuensil Ketikal Terjadil Kawinl Paksal  

Manusial memangl diciptakanl untukl berpasang-pasanganl antaral laki-

lakil danl perempuanl untukl menjadil suamil isteri.l Akanl tetapil banyakl orangl tual 

ataul walil yangl memaksakanl kehendakl kepadal anaknyal l denganl l memberikanl l 

jodohl yangl mungkinl tidakl sesuail denganl keinginanl yangl dijodohkan.l Jikal 

anaknyal maul denganl senangl hatil tidakl menjadil masalah,l namunl jikal tidakl 

maul l l ataul l l terlihatl l sedikitl l l sedihl l sebaiknyal l janganl l diteruskanl l l perjodohanl 

memangl maksudnyal baik,l akanl tetapil harusl melihatl situasil danl kondisil juga.l 

Jikal anakl kital bisal mencaril jodohl sendiril denganl baik,l sebaiknyal orangtual 

memberil dukunganl danl arahan.l adal baiknyal orangtual ataul walil membantul 

mengenalkanl denganl lawanl jenisl yangl mungkinl akanl disukail anakl mereka.l 

                                                      
29

l http://www.Google.com/kawin/paksa, l diaksesl padal Senin,l tanggall 20l Desemberl 2021,l pukull 

23.00 
30

l Miftahull Huda,l Opl Cit,l hall 78 
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Jikal tidakl mau,l janganl dipaksal karenal hanyal akanl berdampakl burukl padal 

kedual mempelail pasanganl tersebut. 

Memilikil pasanganl hidupl sertal berkeluargal adalahl naluril setiapl manusial 

yangl normal.l Pasanganl l l hidupl l l ataul l l jodohl l bukanl l hanyal l tempatl menyalurkanl l 

hasratl biologis,l kebutuhanl seksual,l tapil jugal sebagail wadahl untukl 

mendapatkanl ketenanganl l batinl l seseorang.l Karenal l l itul l setiapl orangl l berhakl l 

mendapatkannya.l Demikianl pulal halnyal denganl hasratl ataul keinginanl untukl 

memperolehl keturunan.31
l  

Sehubunganl denganl pernikahanl danl kehidupanl berumahl tangga,l Al-

Qur‟anl menyebutkanl : 

 

 

 

“Danl dil antaral tanda-tandal kekuasaan-Nyal ialahl Dial menciptakanl 

untukmul istri-istril daril jenismul sendiri,l supayal kamul cenderungl danl merasal 

tentraml kepadanya,l danl dijadikan-Nyal diantaramul rasal kasihl sayang.l 

Sesungguhnyal padal yangl demikianl itul benar-benarl terdapatl tanda-tandal 

bagil kauml berfikir”l (QS.l Ar-Ruuml :l 21) 

Bilal diperhatikanl ayatl dil atas,l nampaklahl bahwal yangl pertamal l 

ditekankanl l olehl Al-Qur‟anl mengenail pernikahanl ataul hidupl berkeluargal 

ialahl tujuannya,l yaknil untukl memperolehl ketenanganl (sakinah).l Sedangkanl 

ketenanganl itul barul diperolehl l l denganl l adanyal l rasal l cintal l (mawaddah)l danl l 

                                                      
31

l Ahmadl Kosasih,l HAMl dalaml Perspektifl Islaml &l Menyingkapl Persamaanl sertal Perbedaanl 

Islaml danl Barat,l Salembal Diniyah,l Jakarta,l 2003,l hall 86 



 

40 

 

kasihl l sayangl l (rahmah)l dil antaral kedual pasanganl hidupl (suamil istri).32
l Laki-

lakil danl perempuanl memilikil hakl yangl sama,l termasukl dalaml memilihl 

pasanganl hidupnya.l Rasulullahl Saw.l menjunjungl tinggil hakl asasil manusial 

dalaml menentukanl pasanganl hidupl (jodoh).l Sebab,l rumahl tanggal dapatl 

berdiril denganl kokohl apabilal dibinal atasl dasarl cintal danl kasihl sayangl antaral 

suamil danl istri.l Sedangkanl perkawinanl yangl dilakukanl denganl paksal jauhl 

kemungkinannyal untukl dapatl membinal rasal cintal danl kasihl sayangl itu.l 

Karenal itu,l perkawinanl paksal tidakl sesuail denganl prinsipl ajaranl Islaml yangl 

menjunjungl tinggil hakl danl martabatl kauml wanita.33
l Persoalanl kawinl paksal 

padal dasarnyal jugal merupakanl persoalanl kemanusiaan.l Hall inil terbuktil 

ketikal pemaksaanl nikahl bagil perempuanl telahl berkonsekuensil negatifl 

terhadapl keberlanjutanl aktivitasl dalaml sebuahl keluarga. 

l Kasusl yangl jelasl terlihatl padal aktivitasl relasil dil antaral pasanganl suamil 

istril adalahl sepertil persoalanl seksualitas,l pergaulanl dil antaral keduanya,l danl 

soall lainnya.l  

Berikutl adalahl beberapal konsekuensil yangl muncull karenal kawinl paksal :l  

a. Tidakl dapatl mewujudkanl keluargal yangl Sakinahl Mawaddahl Warahmahl 

Salahl satul tujuanl daril perkawinanl adalahl untukl mewujudkanl keluargal 

yangl Sakinah,l Mawaddah,l Warahmah.l  

Hall inil dapatl terwujudl jikal kedual belahl pihakl dapatl salingl cintal danl 

menyayangi,l sertal dapatl menerimal kekuranganl danl kelebihanl 

pasangan. 

                                                      
32

l Ibid,l hall 81l  
33

l Ibid,l hall 59 
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Semual inil tidakl dapatl diwujudkanl jikal kedual ataul salahl satul daril 

pasanganl dipaksal menikahl olehl walinya.l Memaksal seorangl anakl untukl 

menikahl denganl orangl yangl tidakl disukail danl dicintainnyal merupakanl 

awall rumahl tanggal yangl tidakl baik,l hall inil dikarenakanl cintal tidakl bisal 

dipaksakan,l sementaral cintal itul sangatl pentingl dil dalaml membangunl 

rumahl tangga.34
l Danl dalaml Kompilasil Hukuml Islaml Pasall 16l ayatl 1l danl 

2l dijelaskanl sebagail berikutl :l  

1) Perkawinanl didasarkanl atasl persetujuanl calonl mempelai 

2) Bentukl persetujuanl calonl mempelail wanital dapatl berupal 

pernyataanl l l tegasl danl nyatal denganl tulisan,l lisan,l ataul isyarat.l Tapil 

jugal dapatl berupal diaml dalaml artil artil selamal tidakl adal penolakan.l  

3) Seorangl ayahl tidakl bolehl memaksal puteranyal menikahl denganl 

wanital yangl tidakl disukainya,l karenal sudahl banyakl orangl yangl 

menyesall dikemudianl haril lantaranl telahl memaksal anaknyal 

menikahl denganl wanital yangl tidakl disukainya.l Hendaknyal sangl 

ayahl mengatakanl “kawinilahl ia,l karenal ial adalahl puteril  saudaral  

saya”l  ataul  karenal  ial  adalahl  daril  margamul  sendiri”l  danl  ucapanl 

lainnya,l olehl karenal itul anakl tidakl mestil harusl menerimal tawaranl 

orangl tua,l danl orangl tual tidakl bolehl memaksakanl kehendaknyal 

supayal ial menikahl denganl pilihannya.l Jikal perkawinanl sudahl bisal 

tegakl diatasl dasarl perasaanl cintal kasih,l makal perkawinanl perlul 

dilepaskanl daril segalal bentukl campurl tanganl pihakl luar.l Sebabl cintal 

                                                      
34

l Miftahl Farid,l Masalahl Nikahl danl Keluarga,l Gemal Insanil Press,l Jakarta,l 1999,l hall 30l  
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kasihl adalahl perasaanl yangl fitri,l dial tidakl bisal dipaksal danl bahkanl 

menghalanginnya.l Dalaml masalahl perkawinan,l kawinl paksal 

sangatl berpengaruhl besarl dalaml mewujudkanl rumahl tanggal yangl 

harmonisl karenal dampakl yangl akanl timbull dapatl merugikanl kedual 

belahl pihak.35 

b. Pergaulanl dalaml Keluargal Tidakl Ma’rufl  

Padal dasarnyal keluargal menginginkanl suasanal yangl mu’asyarahl bil l 

al-ma’rufl l yangl l diartikanl l denganl l pergaulanl kedual pasanganl dalaml 

rumahl tanggal yangl baikl danl kondusif.l Hall inil dapatl terjadil jikal adal sikapl 

salingl mencintail dil antaral suamil istri.l Namunl sebaliknya,l jikal 

perkawinanl dilaksanakanl denganl paksaanl makal yangl terjadil bukanlahl 

keharmonisanl tetapil malapetakal muncull dalaml pergaulanl suamil istri. 

c. Timbull Kekerasanl dalaml Rumahl Tanggal danl Berujungl padal Perceraian 

Paksaanl l nikahl l dapatl l menimbulkanl l benih-benihl l permasalahanl l 

yangl l muncull dalaml kehidupanl rumahl tangga.l Percekcokanl danl 

perselisihanl terjadil karenal padal awall perkawinanl tidakl didasaril rasal 

cintal danl salingl percaya. 

d. Hubunganl Seksualitasl Tidakl Sehat 

Dalaml l Islam,l l hubunganl l seksuall l merupakanl l salahl l satul l 

kesenanganl danl kenikamatanl daril karunial Allahl SWT.l bukanl hanyal 

ditujukanl kepadal laki-lakil namunl jugal perempuan.l Hubunganl seksuall dil 

                                                      
35

l Wawancaral denganl Bapakl Asfa’atl Bisri,l Hakiml dil Pengadilanl Agamal Semarangl Kelasl Il 

A,l Padal haril Seninl 22l Novemberl 2021,l Pukull 11.00l WIB 
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sampingl untukl memenuhil kebutuhanl biologis,l jugal melengkapil 

hubunganl sosiall danl termasukl ibadah. 

l Namunl terkadangl salahl satul pasanganl tidakl sepenuhl hatil 

melakukanl hubunganl seksual,l hinggal menyebabkanl kekecewaanl daril 

pasangannya.l Masalahl tersebutl muncull apabilal salahl satul pasanganl 

tidakl mempunyail hasratl yangl diakibatkanl tekananl mentall yangl 

dialaminyal sebagail implikasil daril perkawinanl paksa.l Perempuanl adalahl 

pihakl yangl kerapl dipaksal untukl menikahl denganl orangl yangl tidakl 

dicintainya.l Kerelaanl danl keikhlasan.l seorangl perempuanl akanl 

terampasl olehl persoalanl yangl ial sendiril takl kuasal menolaknya.l l 

Keinginanl l seorangl perempuanl untukl menikamtil hubunganl seksl akanl 

ternodal bahkanl hilang.l Karenanya,l praktekl kawinl paksal padal masalahl 

hubunganl seksuall dapatl mengakibatkanl perempuanl l ataul istril kepadal 

penghilanganl maknal seksl itul sendiril sehinggal yangl muncull adalahl 

hubunganl seksuall yangl tidakl sehat. 

e. Penolakanl danl Tidakl Seimbangl Melakukanl Hubunganl Seks. 

Paksaanl daril suamil untukl melakukanl hubunganl intiml denganl 

istrinyal adalahl merupakanl dosal besar.l Perlul dilihatl sebabl seorangl istril 

menolakl ajakanl suamil tersebut.l Jikal suamil terusl memaksal istril untukl 

melakukanl hubunganl intiml tanpal melihatl l kondisil l danl l l l kemampuanl l l l 

istri,l l padal l hakikatnyal l ial l l telahl menganiayal l istrinyal l yangl l seharusnyal ial 

lindungi.l Hall l itul l adalahl l gambaranl l padal l l perkawinanl l yangl l mungkinl l 

sajal terjadil pemerkosaanl dalaml rumahl tangga.l Sikapl penolakanl 
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perempuanl ataul istril yangl takl dapatl l l terelakkanl menimbulkanl 

perselisihanl yangl salingl menyalahkanl antarl kedual pasangan.l Penolakanl 

sepertil ini,l padal kenyataannyal wajarl mengingatl ketidakpastianl danl 

ketidakmampuanl istril untukl melakukanl hubunganl seksuall denganl 

indahl danl sehat. 

f. Tidakl dapatl menjalankanl perintahl Allahl SWTl danl Rasull SAWl sesuail 

denganl l syariatl Islam 

Hukuml Islaml diisyariatkanl olehl Allahl SWTl denganl tujuanl utamal 

yaknil merealisasikanl danl melindungil kemaslahatanl umatl manusia,l baikl 

kemaslahatanl individul maupunl masyarakat36.l Perkawinanl merupakanl 

salahl satul perintahl Allahl SWTl danl Sunnahl Rasul.l Olehl karenal itul 

perkawinanl merupakanl ibadahl jikal dilaksanakanl denganl niatl baikl danl 

mengharapkanl ridhal Allahl SWT,l denganl adanyal kawinl paksal 

dikhawatirkanl ibadahl daril perkawinanl itul tidakl ada. 

Dalaml Islaml adal istilahl ibadahl rituall yangl sifatnyal mengikatl tapil 

tidakl memaksa,l maksudnyal l adalahl ikatanl yangl timbull daril rasal ikhlasl 

danl ridhal antaral manusia,l danl perkawinanl termasukl didalamnya37.l 

Setiapl melakukanl sesuatul nikahl hendaknyal disertail denganl niatl baikl danl 

ibadahl jugal disertail denganl keikhlasan,l karenal tanpal itul semual 

pekerjaanl yangl dilakukanl akanl sia-sial berdampakl burukl bagil orangl lainl 

danl dibencil olehl Allahl SWT.l  

Islaml tidakl menganjurkanl pernikahanl yangl diniatil untukl menyakitil 

                                                      
36

l Saidl Agill Husnil Al-Munawar,l Hukuml Islaml danl Pluralismel Sosial,l Penamadani,l Jakarta,l 

2004,l hall 9l  
37

l Rafyl Safuri,l Psikologil Islam,l PTl Rajal Grafindol Persada,l Jakarta,l 2009,l hall 62 
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karenal pernikahanl yangl dilakukanl lantaranl paksaanl l hanyal l dapatl l 

menyakitil l perasaanl l orangl lain,l danl hall inil l tidakl diperkenankanl dalaml 

syariatl Islam,l Mencintail seseorangl karenal Allahl SWTl danl Rasull SAWl 

akanl mendatangkanl berkahl danl kebahagiaanl yangl tiadal tara,l Dampakl 

begitul hebatl menimpal sebuahl keluargal akibatl terjadil kesalahanl awall 

perkawinan.l Tidakl sajal merugikanl kedual pasanganl tetapil jugal kedual 

belahl keluarga. 

Kekerasaanl dalaml rumahl tanggal akhirnyal timbull sebagail 

konsekuensil daril kawinl paksa.l Kemudianl berimbasl padal 

ketidakmampuanl pasanganl untukl melakukanl apal yangl terbaikl bagil 

dirinya.l Setelahl itul kekerasanl dalaml rumahl tangga,l nikahl sirri,l aborsi,l 

perselingkuhan,l poligami,l danl timbulnyal keinginanl untukl memutusl 

perkawinan.l Selainl itu,l perkawinanl paksal akanl lebihl berdampakl burukl 

lagil jikal suamil ataul istril l l yangl l l dijodohkanl l l masihl l l dil l l bawahl l umur.l l l 

Akibatl l perjodohanl l l tersebut,l pengantinl wanital yangl masihl kanak-l kanakl 

tidakl mengetahuil betull tentangl karakteristikl l calonl l suaminyal l ataul l 

sebaliknya.l Ketidakpahamanl l wanital l padal banyakl aspekl akanl 

menimbulkanl l rasal cemas,l stress,l takut,l segan,l danl marah,l ataul bahkanl 

melarikanl diril daril suami.38 

Adal banyakl konsekuensil negatifl baikl manyangkutl sisil kesehatanl 

fisikl maupunl psikis.l Konsekuensil psikisl muncull pertamal kalil padal saatl 

perjodohan.l Saatl perempuanl dijodohkanl denganl laki-l lakil yangl tidakl ial 

                                                      
38

l Ahmadl Munir,l Kawinl Paksal Perspektifl Sosiologisl &l Psikologis,l Jurusanl Syariahl STAINl 

Ponorog,l Ponorogo,l 2008,l hall 33 
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kehendakil seketikal itul jugal mulail timbull gejolak,l l pertentanganl l dalaml 

hatinya,l perasaanl shock,l danl was-was.l  

Untukl selanjutnya,l hall inil dapatl menimbulkanl perubahanl sikapl 

keseharianl menjadil pendiaml danl pemurung.39
l Jadilahl malaml pertamal 

itul malaml yangl menyeramkanl karenal l denganl l keterpaksaanl harusl 

melayanil l suaminyal sebagail suatul pengalamanl l yangl membuatl takl 

berdayal danl takl tahul apal yangl seharusnyal dilakukan.l Disinilahl muncull 

penyesalanl bagil perempuan.l Kemudianl apabilal kondisil inil terusl 

berlanjut,l makal sebagail konsekuensil terburuknyal adalahl terjadinyal 

kekerasanl dalaml rumahl tanggal danl mungkinl sajal terjadil perceraian.40
l 

Perjodohanl tidakl selamanyal berakibatl buruk,l banyakl pulal pasanganl 

suamil istril yangl dijodohkanl berakhirl bahagia.l  

Daril penjelasanl diatasl dapatl ditarikl kesimpulanl bahwa,l kebahagiaanl itul 

akanl terasal mudahl didapatil jikal dil niatil denganl baikl danl tidakl merugikanl 

orangl lain.l Disampingl itul pulal pernikahanl ibaratl bangunanl yangl pondasinyal 

itul berupal cintal danl kasihl sayang,l bangunanl itul tidakl akanl robohl jikal 

pondasinyal kuatl /l kokoh.l ibaratl suamil danl istri,l suamil sebagail pemimpinl 

yangl selalul mengarahkanl sangl istril menujul kebaikanl danl istril menurutil 

perintahnyal denganl penuhl ketaatanl danl keharmonisanl akanl terwujudl jikal 

keduanyal menikahl diniatil denganl mengharapl ridhol Allahl SWTl danl Rasul-

Nya.l  
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l Ibid,l hall 35 
40

l Ibid,l hall 36l  
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BAB l III 

HASIL l PENELITIANl  DANl  PEMBAHASAN 

 

A. Hal-hall l Yangl l Menyebabkanl l Terjadinyal l Pembatalanl l Perkawinan 

Pernikahanl suatul peristiwal yangl sangatl pentingl bagil kehidupanl 

masyarakatl danl bagil umatl musliml perkawinanl merupakanl Sunatullahl danl Fitrahl 

bagil setiapl manusia.l Perkawinanl yangl dilakukanl sesuail denganl Undang-Undangl 

Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl Perkawinan.l Dalaml suatul perkawinanl terdapatl 

syarat-syaratl danl l rukunl l l yangl l l harusl l terpenuhi,l l apabilal l dalaml l dual l hall l itul l 

terpenuhil l l makal perkawinanl itul dikatakanl sah,l namunl apabilal kedual hall tersebutl 

tidakl terpenuhil makal perkawinanl dapatl dibatalkan.l Pembatalanl Perkawinanl 

dapatl dil bagil menjadil dual yaitul batall demil hukuml danl dapatl dibatalkan.l  

Sedangkanl suatul putusnyal perkawinanl tidakl hanyal disebabkanl olehl karenal 

adanyal perceraianl danl kematianl sajal namunl termasukl putusnyal perkawinanl 

disebabkanl olehl putusanl hakim.l Putusanl perkawinanl atasl putusanl pengadilanl 

dapatl terjadil karenal pembatalanl suatul perkawinan.l Berdasarkanl Pasall 22l 

Undang-Undangl Perkawinanl bahwal suatul perkawinanl dapatl dibatalkanl apabilal 

paral pihakl tidakl memenuhil syarat-syaratl untukl melakukanl perkawinan,l untukl itul 

bahwal perkawinanl yangl tidakl memenuhil syaratl tidakl denganl sendirinyal menjadil 

batall melainkanl harusl diputuskanl olehl pengadilan.l  

Berdasarkanl ketentuanl yangl terdapatl dalaml Pasall 23l Undang-Undangl 

Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl Perkawinan,l permohonanl pembatalanl 

perkawinanl dapatl diajukanl olehl paral keluargal dalaml garisl keturunanl lurusl keatasl 

daril suamil ataul istri,l pejabatl yangl berwenangl hanyal selamal perkawinanl beluml 
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diputuskanl pejabatl yangl l dil l tunjukl l danl l setiapl l orangl l yangl l mempunyail l 

kepentinganl l hukuml secaral langsungl terhadapl perkawinanl tersebutl tetapil hanyal 

setelahl perkawinanl itul putus.l  

Penulisl melakukanl wawancaral denganl hakiml Drs.l Asfa’atl Bisri,l M.Hl padal 

haril Seninl 22l Novemberl 2021l Adapunl beragaml kasusl yangl terjadil dil kalanganl 

masyarakatl danl ditanganil olehl Pengadilanl Agamal Semarangl terkaitl tentangl 

pembatalanl perkawinan,l daril tahunl kel tahunl mempunyail beragaml kasusl yangl 

berbedal salahl satunyal kasusl padal Tahunl 2018l yangl saatl inil penulisl kajil dalaml 

bentukl skripsil yaitul tentangl “Pembatalanl Perkawinanl Karenal Kawinl Paksa”,l 

selainl itul padal tahunl 2019l terdapatl kasusl pembatalanl perkawinanl yaitul karenal 

adanyal salahl sangkal danl menyembunyikanl identitasl keluarga,l tahunl 2020l –l 2021l 

kasusl tentangl pembatalanl perkawinanl yaitul nihil,l akanl tetapil padal tahunl 2022l 

terdapatl kasusl pembatalanl perkawinanl mengenail salahl sangkal terhadapl diril 

termohonl karenal mengalamil gangguanl jiwal akanl tetapil dil sembunyikan.l Faktorl 

terjadinyal pembatalanl perkawinanl yangl terjadil dil Pengadilanl Agamal Semarangl 

palingl banyakl yaitul tentangl terjadinyal salahl sangkal terhadapl termohon,l akanl 

tetapil penulisl lebihl menarikl untukl mengkajil kasusl pembatalanl perkawinanl 

karenal kawinl paksal karenal jarangl sekalil dil temuil kasusl tersebut.l  

l Adapunl hal-hall yangl menjadil sebabl terjadinyal pembatalanl perkawinanl 

menurutl Undang-undangl Perkawinanl Nomorl 16l Tahunl 2019,l Pasall 26l danl 27l 

sertal menurutl Kompilasil Hukuml Islaml Pasall 70l danl 71l yaitul sebagail berikut.l  

Pasall 26l Undang-undangl Perkawinanl Nomorl 16l Tahunl 2019l : 

1) Perkawinanl yangl dilangsungkanl dil mukal pegawail pencatatanl perkawinanl 
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yangl tidakl berwenang,l walil nikahl yangl tidakl sahl ataul yangl dilangsungkanl 

tanpal dil hadiril 2l (dua)l orangl saksil dapatl dimintakanl pembatallanyal olehl paral 

keluargal dalaml garisl keturunanl lurusl kel atasl daril suamil istri.l  

2) Hakl untukl membatalkanl olehl suamil ataul isteril berdasarkanl alasanl dalaml 

ayatl 1l pasall inil gugurl apabilal merekal telahl hidupl Bersamal sebagail suamil istril 

yangl dapatl memperlihatkanl aktal perkawinanl yangl dibuatl pegawail 

pencatatanl yangl tidakl berwenangl danl perkawinanl harusl dil perbaruil supayal 

sah.l  

Dalaml pasall 26l Undang-Undangl Perkawinanl menjelaskanl bahwal 

perkawinanl tersebutl tidakl dicatatkanl olehl pegawail pencatatl perkawinanl yangl 

resmil ataul berwenangl dalaml pencatatanl perkawinan,l namunl hanyal dil catatkanl 

yangl tidakl berhakl untukl mencatatkanl perkawinanl hall itul menjadil perkawinanl 

tidakl sahl danl walil nikahl dalaml perkawinanl jugal tidakl sembarangl orang.l Namunl 

dalaml kantorl urusanl agamalahl yangl nantil akanl menunjukl walil nikahl untukl kedual 

belahl pihak,l danl tanpal tidakl hadirnyal saksipunl ataul tidakl adal saksil membuatl 

perkawinanl tidakl sah,l l saudaral l daril l keluargal l yangl l masihl l dalaml l keturunanl l garisl l 

kel l atasl l sepertil l pamanl l dapatl l l memintal l l ajukanl l pembatalanl l perkawinanl l denganl l 

tujuanl l l bahwal perkawinanl tidakl memenuhil rukunl perkawinanl tersebutl jugal 

menjadil gugurl ataul tidakl dapatl dilanjutkanl karenal tidakl sesuail denganl syaratl ataul 

ketentuanl dil dalaml perkawinan.l  

Hak-hakl yangl bolehl suamil isteril dalaml mengajukanl permohonanl 

pembatalanl perkawinanl apabilal merekal telahl terlanjurl menikah,l namunl barul 

mengetahuil aktal perkawinanl yangl buatl pegawail dalaml pencatatanl perkawinanl 
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itul tidakl sahl ataul yangl membuatl bukanl pegawail pencatatl yangl resmi,l namunl yangl 

membuatl tidakl berwenangl suamil istril tersebutl harusl memperbaruil aktal 

perkawinanl tersebutl denganl mencatatkanl padal pegawail yangl resmil agarl dapatl 

melanjutkanl perkawinan.l  

Menurutl Pasall 27l Undang-Undangl Perkawinanl sebagail berikutl :l  

1) Seorangl suamil ataul isteril dapatl mengajukanl permohonanl pembatalanl 

perkawinanl apabilal perkawinanl dilangsungkanl dil bawahl ancamanl yangl 

melanggarl hukum 

2) Seorangl suamil ataul isteril dapatl mengajukanl permohonanl pembatalanl 

perkawinanl apabilal padal waktul berlangsungnyal perkawinanl terjadil salahl 

sangkal mengenail diril suamil ataul isteri 

3) Apabilal ancamanl telahl berhenti,l ataul yangl bersalahl sangkal menyadaril 

keadaanyal danl dalaml jangkal waktul 6l (enam)l bulanl setelahl itul masihl tetapl 

hidupl sebagail suamil istril danl tidakl mempergunakanl haknyal untukl 

mengajukanl permohonanl pembatalanl makal haknyal gugur.41 

Padal Pasall 27l Undang-undangl Pekawinanl dijelaskanl bahwal seorangl suamil 

ataul isteril dapatl mengajukanl permohonanl pembatalanl perkawinanl apabilal 

perkawinanl tersebutl mendapatl ancamanl yangl l dapatl membahayakanl jiwal daril 

calonl pengantinl yangl l l melanggarl l daril l l hukuml l yangl l berlaku,l l makal l perkawinanl l 

tersebutl l dapatl dibatalkanl danl suamil ataul isteril yangl mengajukanl waktul 

berlangsungnyal perkawinanl salahl l makal timbull l perdebatanl l mengakibatkanl l 

salahl sangkal diantaral mereka.l Makal salahl satul pihakl dapatl mengajukanl 
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l Zainuddinl Ali,l Hukuml Perdatal Islaml Dil Indonesia,l Sinarl Grafika,l Jakarta,l 2006,l hall 37 
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permohonanl pembatalanl perkawinanl yangl tidakl sesuail denganl waktul 

kesepakatanl Bersama.l Apabilal salahl satul pihakl menyadaril akanl itul salahl sangkal 

danl membuatl kacaul setelahl ancamanl berhentil dalaml waktul enaml bulanl merekal 

masihl hidupl menjadil pasanganl suamil istril danl tidakl mempergunakanl haknyal 

permohonanl pembatalanl perkawinanl sebaikl mungkinl makal haknyal tersebutl 

menjadil gugurl tidakl sah.l  

l Padal Pasall 70l Kompilasil Hukuml Islaml sebabl terjadinyal pembatalanl 

perkawinanl yaitul :l l  

a. Suamil melakukanl perkawinan,l sedangl l ial l tidakl berhakl melakukanl Akadl l 

nikahl karenal sudahl mempunyail empatl orangl istri,l sekalipunl daril keempatl 

istrinyal l dalaml iddahl talakl raj’i. 

b. Seseorangl menikahil bekasl istrinyal yangl telahl dili‟annya 

c. Seseorangl menikahil bekasl istrinyal yangl pernahl dijatuhil tigal kalil talakl 

olehnya,l kecualil l bilal l bekasl l istril l tersebutl l pernahl l menikahl l denganl prial lainl 

kemudianl bercerail lagil ba’dal al-dukhull daril prial tersebutl danl telahl habisl masal 

iddahnya 

d. Perkawinanl dilakukanl antaral dual orangl yangl mempunyail hubunganl darahl 

semendal danl sesusuanl sampail derajatl tertentul yangl menghalangil 

perkawinanl menurutl pasall 8l Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l yaitu: 

1) Berhubunganl darahl dalaml garisl keturunanl lurusl kebawahl ataul keatas;l 

seseorangl yangl menikahl tidakl bolehl melakukanl pernikahanl denganl 

saudaral sendiril ataul yangl masihl mempunyail hubunganl darahl misalkanl 

dalaml keluargal itul l menikahl l denganl l hubunganl l darahl menurutl garisl 
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lurusl keatasl disebutl denganl “leluhur”l bapakl ibul maupunl kakekl nenek.l 

Sedangkanl hubunganl darahl menurutl garisl lurusl kebawahl disebutl 

denganl keturunanl anakl ataul cucu. 

2) Berhubunganl darahl dalaml garisl keturunanl menyimpangl yaitul antarl 

saudara,l Antarl seorangl denganl saudaral orangl tual danl antarl seorangl 

denganl saudaral Neneknyal ;l seorangl yangl akanl menikahl dilarangl denganl 

saudaral sedarahl sepertil keturunanl menyimpangl kakakl ataul adikl daril 

kedual orangl tual kital yangl disebutl denganl pamanl ataul bibil itul tidakl bolehl 

dilakukanl perkawinanl maupunl masihl adikl ataul kakakl daril nenekl ataul 

kakekl daril kedual orangl tual kital karenal masihl dalaml hubunganl darah.l  

3) Berhubunganl semenda,l yaitul mertua,l anakl tiri,l menantul ibul ataul ayahl 

tiril ;l dalaml perkawinanl jugal adal peraturanl dalaml laranganl untukl 

menikahl denganl mertual karenal anakl yangl kital nikahil missall meninggall 

kital tidakl bolehl menikahil bapakl daril suamil kital karenal masihl dalaml 

hubunganl saudaral denganl anakl tiripunl demikianl kital tidakl bolehl 

menikahinyal karenal menjadil anakl yangl seharusnyal dilindungil danl anakl 

daril suamil ataul isteril juga,l ayahl ataul ibul tiril jugal tidakl biasl dinikahil 

karenal menurutl peraturanl merekalahl yangl mengambill danl 

membesarkanl kital yangl dial anggapl menjadil anakl kandung.l  

4) Berhubunganl sesusuan,l yaitul orangl tual sesusuan,l anakl l sesusuan,l 

saudaral sesusuan,l danl bibil ataul pamanl sesusuanl ;l dalaml hubunganl 

persusuanl jugal dilarangl untukl menikahl karenal dalaml hall tersebutl 

menjadil hubunganl saudaral yangl sama-samal minuml dalaml satul tubuhl 
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bersamaanl itul menjadil hubunganl darahl yangl sepertil adekl maupunl 

kakak.l  

Sedangkanl dalaml Pasall 71l Kompilasil Hukuml Islam,l sebabl terjadinyal 

pembatalanl perkawinanl apabilal : 

a. Seorangl melakukanl poligamil tanpal izinl Pengadilanl Agamal ;l seorangl suamil 

tanpal l adanyal l izinl l daril l Pengadilanl l Agamal l untukl l menikahl l lagil untukl kedual 

kalinyal makal haknyal untukl melakukanl poligamil menjadil gugurl ataul tidakl 

biasl dilakukanl perkawinan.l  

b. Perempuanl yangl dikawinil ternyatal kemudianl diketahuil masihl menjadil istril 

prial l lainl yangl mafqudl (menghilangl tanpal berital apakahl maishl hidupl ataul 

sudahl meninggal)l ;l seseorangl laki-lakil yangl menikahil wanital haruslahl 

mengertil asal-usull wanital itul apakahl sudahl mempunyail keluargal dalaml hall 

itul menikahl apabilal seorangl laki-lakil menikahil seorangl perempuanl danl 

ternyatal masihl mempunyail suamil yangl suaminyal tersebutl tidakl diketahuil 

keberadaanyal ataul hilangl komunikasil denganl perempuanl itul makal laki-lakil 

itul tidakl biasl menikahil wanital tersebutl karenal alasl anl wanital tersebutl beluml 

adal katal talakl perceraianl daril suaminya.l  

c. Perempuanl yangl dinikahil ternyatal masihl dalaml masal iddahl daril suamil lainl ;l 

seorangl laki-lakil yangl menikahil perempuan,l yangl perempuanl tersebutl barul 

sajal bercerail daril mantanl suaminyal ataul cerail meninggall dunial denganl 

begitul wanital itul masihl dalaml masal iddahl yangl artinyal tidakl bolehl menikah,l 

jikal tetapl dilangsungkannyal pernikahanl makal dapatl dibatalkanl karenal 

wanital itul lebihl dulul menunggul hinggal waktunyal masal iddahl selesai. 



 

54 

 

d. Perkawinanl yangl melanggarl batasl umurl perkawinanl ;l sebagaimanal 

ditetapkanl dalaml Pasall 7l Undang-undangl Perkawinanl Nomerl 16l Tahunl 

2019,l dalaml Undang-undangl Perkawinanl batasl umurl seseorangl untukl 

menikahl apabilal sudahl mencapail umurl 19l tahunl baikl prial maupunl wanita.l 

Jikal terjadil penyimpanganl orangl tual pihakl prial ataul orangl tual pihakl wanital 

dapatl memintal dispensasil kepadal Pengadilanl denganl alasanl sangatl 

mendesakl disertail bukti-buktil pendukungl yangl cukup.l l  

e. Perkawinanl dilangsungkanl tanpal walil ataul dilaksanakanl olehl walil yangl 

tidakl sahl ataul tidakl berhakl ;l melangsungkanl perkawinanl itul harusl dilakukanl 

denganl wali,l namunl walil yangl berhakl melangsungkanl perkawinanl dapatl 

ditentukanl olehl kantorl urusanl agama,l apabilal mendapatl orangl yangl tidakl 

berhakl menjadil walil makal perkawinanl itul dapatl dibatalkan.l  

f. Perkawinanl yangl dilaksanakanl denganl paksaanl ;l perkawinanl menjadil 

sebuahl keharusanl danl didasaril rasal salingl sukal danl salingl sayangl satul denganl 

yangl menjadil lawanl jenisnya,l namunl apabilal perkawinanl dalaml paksaanl 

orangl tual denganl dijodohkanl danl menurutl mempelail tidakl dil dasaril sukal 

makal perkawinanl dapatl dibatalkan.l  

l l l Akanl tetapil Jikal dikaitkanl denganl pengertianl pembatalanl perkawinanl 

makal yangl menjadil alasanl pokokl adanyal pembatalanl perkawinanl adalahl 

karenal tidakl terpenuhil syarat-syaratl danl rukun-rukunl nikah,l ataul karenal hal-

hall lainl yangl datangl kemudianl danl membatalkanl kelangsunganl perkawinan,l 

sepertil berikut: 

1) Setelahl akadl nikah,l ternyatal diketahuil bahwal istrinyal adalahl saudaral 
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kandungl ataul saudaral sesusuanl pihakl suami; 

2) Suamil istril masihl kecil,l danl diadakannyal akadl nikahl olehl selainl ikatanl l l 

perkawinanl yangl dahulul ataul mengakhirinya.l Caral sepertil walinya,l 

kemudianl setelahl dewasal merekal berhakl meneruskanl inil disebutl khiyarl 

baligh.l Jikal yangl dipilihl adalahl mengakhiril ikatanl suamil istril makal 

disebutl fasakhbaligh. 

3) Bilal salahl seorangl daril suamil murtadl ataul keluarl daril agamal Islaml danl 

tidakl maul kembalil samal sekali,l makal akadnyal batal. 

Untukl itul penulisl menarikl kesimpulanl mengenail hal-hall yangl menyebabkanl 

terjadinyal pembatalanl yaitul Berdasarkanl Pasall 22l Undang-Undangl Perkawinanl 

bahwal suatul perkawinanl dapatl dibatalkanl apabilal paral pihakl tidakl memenuhil 

syarat-syaratl untukl melakukanl perkawinan,l untukl itul bahwal perkawinanl yangl 

tidakl memenuhil syaratl tidakl denganl sendirinyal menjadil batall melainkanl harusl 

diputuskanl olehl pengadilan. 

Penulisl melakukanl wawancaral denganl hakiml Drs.l Asfa’atl Bisri,l M.Hl padal 

haril Seninl 22l Novemberl 2021l Adapunl beragaml kasusl yangl terjadil dil kalanganl 

terkaitl tentangl pembatalanl perkawinan,l daril tahunl kel tahunl mempunyail beragaml 

kasusl yangl berbedal salahl satunyal kasusl padal Tahunl 2018l yangl saatl inil penulisl 

kajil dalaml bentukl skripsil yaitul tentangl “Pembatalanl Perkawinanl Karenal Kawinl 

Paksa”,l Faktorl terjadinyal pembatalanl perkawinanl yangl terjadil dil Pengadilanl 

Agamal Semarangl palingl banyakl yaitul tentangl terjadinyal salahl sangkal terhadapl 

termohon,l akanl tetapil penulisl lebihl menarikl untukl mengkajil kasusl pembatalanl 

perkawinanl karenal kawinl paksal karenal jarangl sekalil dil temuil kasusl tersebut.l  
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l Adapunl hal-hall lainl yangl menjadil sebabl terjadinyal pembatalanl perkawinanl 

menurutl Undang-undangl Perkawinanl Nomorl 16l Tahunl 2019,l Pasall 26l danl 27l 

sertal menurutl Kompilasil Hukuml Islaml Pasall 70l danl 71. 

B. Dasarl Pertimbanganl Hukuml Daril Hakiml Padal Putusanl Pengadilanl Agamal 

Semarangl Nomorl :l 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg 

Peradilanl Agamal adalahl salahl satul pelaksanal kekuasaanl kehakimanl bagil 

rakyatl yangl mencaril keadilanl yangl beragamal Islaml mengenail perkaral tertentu.l 

Untukl itul Pertimbanganl hakiml merupakanl salahl satul aspekl terpentingl dalaml 

menentukanl terwujudnyal nilail daril suatul putusanl hakiml yangl mengandungl 

keadilanl (exl aequol etl bono)l danl mengandungl kepastianl hukum,l dil sampingl itul 

jugal mengandungl manfaatl bagil paral pihakl yangl bersangkutanl sehinggal 

pertimbanganl hakiml inil harusl disikapil denganl teliti,l baikl danl cermat. 

Berdasarkanl wawancaral denganl Bapakl Asfa’atl Bisril selakul hakiml padal 

Pengadilanl Agamal Semarangl Kelasl Il Al beliaul menyatakanl dalaml pemeriksaanl 

suatul perkaral jugal memerlukanl adanyal pembuktian,l dimanal hasill daril 

pembuktianl itul akanl digunakanl sebagail bahanl pertimbanganl dalaml memutusl 

perkara.l Pembuktianl merupakanl tahapl yangl palingl pentingl dalaml pemeriksaanl dil 

persidangan.l Pembuktianl bertujuanl untukl memperolehl kepastianl bahwal suatul 

peristiwal ataul faktal yangl diajukanl itul benar-benarl terjadi,l gunal mendapatkanl 

putusanl hakiml yangl benarl danl adil.l Hakiml tidakl dapatl menjatuhkanl suatul putusanl 

sebeluml nyatal baginyal bahwal peristiwal ataul faktal tersebutl benar-benarl terjadi,l 

yaknil l dibuktikanl kebenarannya,l l sehinggal l l nampakl l l adanyal l hubunganl l l hukuml 
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Antaral paral pihak.l 

42 

Selainl itu,l padal hakikatnyal pertimbanganl hakiml hendaknyal jugal memuatl 

tentangl hal-hall sebagail berikutl :l  

a. Pokokl persoalanl danl hal-hall yangl diakuil ataul dalil-dalill yangl tidakl disangkal 

b. Adanyal l analisisl l secaral l yuridisl l terhadapl l putusanl l segalal l aspekl menyangkutl 

semual faktal ataul hal-hall yangl terbuktil dalaml persidangan. 

c. Adanyal semual bagianl daril petituml penggugatl harusl dipertimbangkanl ataul 

diadilil secaral satul demil satul sehinggal hakiml dapatl menarikl kesimpulanl 

tentangl terbuktil ataul tidaknyal danl dapatl dikabulkanl ataul tidaknyal tuntutanl 

tersebutl dalaml amarl putusan. 

Kebebasanl hakiml perlul pulal dipaparkanl posisil hakiml yangl tidakl memihakl 

(impartiall judge)l Pasall 5l ayatl 1l Undang-Undangl Nomorl 48l Tahunl 2009.l karenal 

dalaml menjatuhkanl putusannyal hakiml harusl memihakl yangl benar,l Dalaml hall inil 

tidakl diartikanl tidakl  beratl sebelah.l  

Berdasarkanl aturanl hukuml tersebut,l terdapatl normal hukuml mewajibkanl 

hakiml untukl menggali,l mengikutil danl memahamil nilai-nilail hukuml danl rasal 

keadilanl yangl hidupl dalaml masyarakatl untukl memenuhil normal tersebut,l makal 

Kewenanganl yangl diberikanl kepadal hakiml untukl mengambill suatul 

kebijaksanaanl dalaml memutusl perkaral diaturl dalaml Pasall 5l ayatl 1l Undang-

Undangl Nomorl 48l Tahunl 2009l tentangl Kekuasaanl Kehakiman,l yangl 

menentukanl :l “Hakiml danl Hakiml Konstitusil wajibl menggali,l mengikutil danl 

memahamil nilai-nilail hukuml danl rasal keadilanl yangl hidupl dalaml masyarakat”.l  

                                                      
42Wawancaral denganl Bapakl Asfa’atl Bisri,l Hakiml dil Pengadilanl Agamal Semarangl Kelasl Il A,l 

Padal haril Seninl 22l Novemberl 2021,l Pukull 11.00l WIBl  



 

58 

 

Hakiml harusl mengambill kebijaksanaanl hukuml Penentuanl atasl tuntutanl rasal 

keadilanl yangl harusl diterapkanl olehl Hakiml dalaml memutusl suatul perkara,l secaral 

teoril paral hakiml akanl melihatl konsep-konsepl keadilanl yangl telahl baku.l Dalaml 

konsepl inil keadilanl merupakanl kewajibanl morall yangl mengikatl paral anggotal 

masyarakatl dalaml hubunganl yangl satul terhadapl yangl lainnya. 

l Ciril ataul sifatl konsepl keadilanl dapatl diikhtisarkanl maknanyal sebagail berikutl :l  

a.l l  Adill  

b. Bersifatl hukum 

c. Sahl menurutl hukum 

d. Tidakl memihakl  

e. Samal hakl  

f. Layakl  

g. Wajibl secaral morall  

h. Benarl secaral morall  

Daril perincianl tersebutl Bapakl Asfa’atl Bisril hakiml dil Pengadilanl Agamal 

Semarangl Kelasl 1l Al menyatakanl bahwal pengertianl konsepl keadilanl mempunyail 

maknal gandal yangl perbedaannyal satul denganl yangl lainl samar-samarl ataul kecill 

sekali.l Dalaml setiapl pengambilanl kebijaksanaanl olehl hakim,l makal hakiml selalul 

berlindungl kepadal upayal hukuml yaitul :l 

43 

a. Banding 

 

b. Kasasil danl Peninjauanl Kembali. 

 

Artinyal apabilal hakiml tingkatl pertamal mengambill kebijaksanaanl dalaml 

                                                      
43

l Wawancaral denganl Bapakl Asfa’atl Bisri,l Hakiml dil Pengadilanl Agamal Semarangl Kelasl Il A,l 

Padal haril Seninl 22l Novemberl 2021,l Pukull 11.00l WIB 
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memutusl l perkaral l tidakl l sesuail l denganl norma-normal hukuml yangl harusl dipatuhi,l 

makal solusinyal dipersilahkanl naikl bandingl untukl diujil kebijaksanaanl tersebut,l 

demikianl l pulal l kebijaksanaanl l hukuml yangl diambill l olehl Hakiml l tingkatl l bandingl 

apabilal l melanggarl l standarl l suatul l normal l hukum,l pengujiannyal l melaluil l Kasasil 

Mahkamahl Agungl RIl danl seterusnyal sampail pengujianl dil peninjauanl kembali,l 

olehl karenal itul diperlukanl normal l hukuml sebagail l standarl bagil l paral hakiml dalaml 

hall pengambilanl suatul kebijaksanaanl hukuml untukl memutusl perkara. 

Untukl itul penulisl melakukanl wawancaral denganl hakiml Drs.l Asfa’atl Bisri,l 

M.Hl padal haril Seninl 22l Novemberl 2021.l Dil Pengadilanl Agamal Semarangl Kelasl Il 

Al denganl Putusanl Nomorl :l 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.l berdasarkanl hasill 

wawancaral yangl dilakukanl penulisl denganl hakiml Bapakl Asfa’atl Bisri,l 

Pengadilanl Agamal Semarangl mempunyail wewenangl untukl memeriksal perkaral 

sesuail denganl kewenanganl absolut,l didalaml praktekl Pengadilanl Agamal 

mempunyail kewenanganl memberikanl pelayananl hukuml danl keadilanl yangl salahl 

satunyal meliputil Putusnyal Perkawinan.l adapunl sebagail berikutl l :l  

a. Penentuanl putusnyal perkawinanl karenal kematian 

b. Perceraianl atasl kehendakl suami 

c. Perceraianl atasl kehendakl istril  

d. Putusnyal perkawinanl olehl sebab-sebabl lainnya.l  

Dalaml Pasall 2l Pengadilanl Agamal keterkaitanl denganl asasl Personalitasl 

Keislaman.l Berdasarkanl ketentuanl tersebutl Pengadilanl Agamal Semarangl 

menentukanl mengenail siapal sajal yangl dapatl mengajukanl perkara,l kemudianl 

mengenail perkaral yangl dapatl diajukanl pemeriksaanyal dil Pengadilanl Agamal 
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salahl satunyal yaitul Permohonanl Pembatalanl Perkawinanl tersebut.l  

Salahl satul kasusl permohonanl pembatalanl perkawinanl yangl diajukanl dil 

Pengadilanl Agamal Semarangl yaitul terdapatl dalaml Putusanl Perkaral Nomorl :l 

1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.l dimanal pemohonl menerangkanl dalaml suratl 

permohonannyal yaitul sebagail berikutl :l  

1. Bahwal Penggugatl danl Tergugatl adalahl suamil istril yangl menikahl padal 

tanggall 5l Meil 2018l danl diantaral Penggugatl danl Tergugatl beluml pernahl 

terjadil hubunganl suamil istril (qoblal dhukul),l sebagaimanal Kutipanl Aktal 

Nikahl Nomorl :l l XXX/017/V/2018l l tanggall l 7l Meil 2018l yangl diterbitkanl olehl 

Kantorl Urusanl Agamal Kecamatanl Semarangl Utara; 

2. Bahwal setelahl menikahl Penggugatl danl Tergugatl tinggall 2l haril dil rumahl 

orangl tual Penggugatl danl kemudianl dil haril ketigal tinggall dil rumahl orangl tual 

Tergugat.l Tetapil diharil keempatl terjadil pisahl tempatl tinggall sampail denganl 

sekarang,l karenal Penggugatl kembalil kel rumahl orangl tual Penggugat; 

3. Bahwal dalaml perkawinanl Penggugatl danl Tergugatl beluml dikarunial anakl 

danl beluml pernahl bercerai; 

4. Bahwal padal awalnyal pernikahanl diantaral Penggugatl danl Tergugatl didasaril 

atasl paksaanl kehendakl daril kedual orangl tual Penggugatl maupunl Tergugat.l 

Danl padal waktul itul baikl Penggugatl maupunl Tergugatl jugal telahl memilikil 

calonl pasanganl hidupl masing-masing.l Atasl keadaanl tersebutl Tergugatl jugal 

pernahl mengatakanl kepadal Penggugatl bahwal dial ragul untukl melanjutkanl 

hubunganl keduannyal kel jenjangl pernikahan; 

5. Bahwal akanl tetapil keadaanl orangl tual Tergugatl padal waktul itul sedangl sakitl 
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danl tidakl mungkinl untukl memberinyal tambahanl bebanl pikiran,l demikianl 

pulal untukl penyelenggaraanl pernikahanl segalal sesuatunyal telahl 

dipersiapkanl secaral matangl danl baikl olehl orangl tual Penggugatl maupunl 

orangl tual Tergugat.l Sehinggal Penggugatl danl Tergugatl kemudianl 

memutuskanl untukl mencobal menjalanil apal yangl telahl dikehendakil olehl 

kedual orangl tual danl mengesampingkanl keraguanl dil hatil masing-masingl 

Penggugatl danl Tergugat; 

6. Bahwal l kemudianl l padal tanggall 5l l Meil l 2018l terjadilahl l pernikahanl Penggugatl 

danl Tergugatl denganl segalal syaratl danl rukunl sebagaimanal mestinya; 

7. Bahwal kemudianl selamal pernikahanl Penggugatl danl Tergugat,l Penggugatl 

mencobal untukl menerimal danl menjalankanl kewajibanl Penggugatl selakul 

istri.l Akanl tetapil padal kenyataannyal Tergugatl tidakl mmapul untukl menafkahil 

Penggugatl l secaral l batinl l denganl l alasanl Tergugatl tidakl mampul 

melakukannyal karenal Tergugatl tidakl mencintail Penggugat.l Demikianl pulal 

sebenarnyal Penggugatl jugal merasakanl hall yangl samal denganl Tergugat; 

8. Bahwal atasl keadaanl tersebutl baikl Penggugatl danl Tergugatl kemudianl 

mengungkapkanl apal yangl sebenaryal terjadil kepadal kedual orangl tual masing-

masing,l hinggal akhirnyal paral orangl tual bertemul danl terjadilahl kesadaranl 

atasl kesalahanl dalaml pernikahanl ini.l Sehinggal kemudianl padal haril keempatl 

pernikahan,l Penggugatl pulangl kembalil kel rumahl orangl tual Penggugatl 

sampail denganl sekarangl sementaral Tergugatl tetapl tinggall dil rumahl orangl 

tuannya; 

9. Bahwal denganl demikianl dalaml pernikahanl Penggugatl danl Tergugatl tidakl 
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lagil memenuhil apal yangl menjadil tujuanl pokokl sebuahl perkawinan.l Karenal 

perkawinanl Penggugatl danl Tergugatl dilaksanakanl atasl dasarl keterpaksaanl 

baikl daril pihakl Penggugatl maupunl Tergugat; 

10. Bahwal berdasarkanl hall tersebutl diatasl makal sebagaimanal ketentuanl Pasall 71l 

hurufl fl Kompilasil Hukuml Islaml beralasanl bagil Penggugatl untukl 

mengajukanl gugatanl pembatalanl perkawinanl inil dil Pengadilanl Agamal 

Semarang;l  

Menurutl Asfa’atl Bisril selakul hakiml dil Pengadilanl Agamal Semarangl dalaml 

wawancaral yangl dilakukanl penulis.l Yangl menjadil dasarl hakiml Pengadilanl 

Agamal Semarangl dalaml memutuskanl perkaral pembatalanl perkawinanl adalahl 

denganl selainl perkaral yangl diajukanl tersebutl merupakanl perkaral yangl menjadil 

wewenangl Pengadilanl Agamal Semarang.l Perkawinanl yangl dilangsungkanl 

tersebutl tidakl memenuhil syarat-syaratl sahnyal suatul perkawinanl yaknil bahwal 

perkawinanl Penggugatl danl Tergugatl l didasaril atasl paksaanl kehendakl daril kedual 

orangl tual Penggugatl maupunl Tergugat.l  

Adapunl pertimbanganl hukuml dalaml memutuskanl perkaral Nomorl :l 

1569/Pdt.G/2018/PA.Smgl adalahl sebagail berikutl :l  

- Menimbang,l bahwal padal haril danl tanggall sidangl yangl telahl ditetapkan,l 

Penggugatl telahl hadirl danl Tergugatl tidakl hadirl menghadapl dil persidanganl 

walaupunl telahl dipanggill secaral resmil danl patut,l sertal Majelisl Hakiml telahl 

menasehatil Penggugatl akanl tetapil tidakl berhasil; 

- Menimbang,l bahwal selanjutnyal Majelisl Hakiml membacakanl suratl gugatanl 

Penggugatl yangl isinyal tetapl dipertahankanl olehl Penggugat; 
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- Menumbang,l bahwal alasanl Pembatalanl Perkawinanl yangl dikemukakanl olehl 

Penggugatl adalahl perkawinanl Penggugatl danl Tergugatl dilaksanakanl atasl 

dasarl keterpaksaanl baikl daril Penggugatl danl Tergugat; 

- Menimbang,l bahwal berdasarkanl Pasall 71l hurufl fl Kompilasil Hukuml Islaml 

Penggugatl beralasanl untukl mengajukanl gugatanl pembatalanl perkawinanl dil 

Pengadilanl Agamal Semarang; 

- Menimbang,l bahwal didalaml Pasall 27l Undang-undangl Perkawinanl 

disebutkanl “seorangl suamil danl istril dapatl mengajukanl permohonanl 

pembatalanl perkawinanl apabilal perkawinanl dilangsungkanl dibawahl 

ancamanl yangl melanggarl hukum; 

- Menimbang,l bahwal berdasarkanl Pasall 27l Undang-undangl Perkawinanl 

tersebutl majelisl Hakiml berpendapatl bahwal perkawinanl antaral Penggugatl 

danl Tergugatl bukanlahl perkawinanl yangl dilangsungkanl l dibawahl l ancamanl 

yangl l melanggarl hukum,l tetapil hanyal perkawinanl yangl dilakukanl tanpal 

dasarl cinta,l karenal menurutil keinginanl kedual orangl tua; 

- Menimbang,l bahwal Majelisl Hakiml berpendapatl Penggugatl tidakl 

mempunyail alasanl l yangl l tepatl l untukl l mengajukanl l pembatalanl perkawinanl 

Penggugatl danl Tergugatl denganl demikianl gugatanl Penggugatl dinyatakanl :l 

tidakl dapatl diterima” 

- Menimbang,l bahwal olehl karenal perkaral inil masukl dalaml bidangl 

perkawinan,l makal sesuail Pasall 89l ayatl (1)l Undang-undangl Nomorl 7l Tahunl 

1989l sebagaimanal telahl diubahl denganl Undang-undangl Nomorl 3l Tahunl 

2006l danl perubahanl kedual denganl Undang-undangl Nomorl 50l Tahunl 2009,l 
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biayal perkaral harusl dibebankanl kepadal Penggugat; 

- Mengingat,l semual pasall dalaml peraturanl Perundang-undanganl danl Hukuml 

Islaml yangl berkaitanl denganl perkaral ini. 

Sedangkanl putusanl dalaml rapatl permusyawaratanl Majelisl Hakiml Tanggall 

14l Agustusl 2018l yaitul sebagail berikutl :l  

1. Menyatakanl gugatanl Penggugatl tidakl dapatl diterimal (Nietl Ontvankelijkel l l 

Veerklaard)l  

2. Membebeankanl kepadal Penggugatl untukl membayarl biayal perkaral sejumlahl 

Rpl 411.000,00l (Empatl Ratusl Sebelasl Ribul Rupiah).l  

Adapunl pembatalanl perkawinanl danl perceraianl adalahl salahl satul alasanl 

putusnyal suatul perkawinan.l Keduannyal memilikil persamaanl sekaligusl 

perbedaanl yaitul :l persamaanl pembatalanl perkawinanl danl perceraianl adalahl 

hanyal dapatl dilakukanl dil depanl sidangl pengadilan,l pasall 28l Undang-undangl 

Perkawinanl menyatakanl bahwal batalnyal suatul perkawinanl dimulail setelahl 

kekuatanl putusanl pengadilanl mempunyail kekuatanl hukuml tetap.l Lalul pasall 39l 

Undang-undangl Perkawinanl menegaskanl perceraianl hanyal dapatl dilakukanl dil 

depanl sidangl pengadilanl setelahl berusahal danl tidakl berhasill mendamaikanl kedual 

belahl pihak.l Sementaral perbedaanl keduannyal adalahl salahl satunyal soall siapal 

yangl berhakl menjadil Penggugat.l Dalaml perceraian,l Penggugatl dilakukanl olehl 

salahl satul pihakl suamil ataul l istril l sedangkanl l l pembatalanl l perkawinanl l baikl l dalaml l 

bentukl l pelanggaranl terhadapl hukuml perkawinanl ataul adal hall lainl yangl tidakl 

mungkinl melanjutkanl perkawinan. 

Sedangkanl perceraianl statusl istril berubahl menjadil jandal danl statusl suamil 
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berubahl menjadil dudal akanl tetapil jikal pembatalanl perkawinanl makal statusl 

keduanyal dianggapl tidakl pernahl menikah.l Sebabl perkawinannyal dianggapl tidakl 

pernahl adal danl Statusnyal tetapl singlel ataul tidakl pernahl menikah,l selamal 

pasanganl tersebutl beluml pernahl melakukanl hubunganl suamil istri. 

adapunl yangl berhakl mengajukanl pembatalanl perkawinanl yaitul dalaml 

Undang-Undangl Perkawinanl Nomorl 16l Tahunl 2019l Pasall 26l danl pasall 27l dalaml 

Kompilasil Hukuml Islaml :l  

a.l  Paral keluargal dalaml garisl keturunanl lurusl kel atasl daril suamil ataul istri 

b.l  Suamil ataul istril  

c.l  Pejabatl yangl berwenangl hanyal selamal perkawinanl beluml diputuskanl 

Pejabatl yangl ditunjukl tersebutl padal Pasall 16l ayatl (2)l Undang-Undangl l l l 

Perkawinanl danl setiapl orangl yangl mempunyail kepentinganl hukuml secaral 

langsungl terhadapl perkawinanl tersebut,l tetapil setelahl perkawinanl itul putus.l  

Menurutl penulisl dalaml kasusl pembatalanl perkawinanl dil Pengadilanl Agamal 

Semarang,l awall mulanyal adalahl bahwal Penggugatl danl Tergugatl melangsungkanl 

pernikahannyal yangl dil catatl olehl l Pegawail Pencatatl Nikahl Kantorl Urusanl Agamal 

Kecamatanl Semarangl Utara,l padal tanggall 7l Meil 2018.l Bahwal Penggugatl danl 

Tergugatl melangsungkanl pernikahanl atasl dasarl keterpaksaanl daril orangl tual 

Penggugatl maupunl Tergugat.l Bahwal selamal pernikahanl keduannyal tidakl 

mampul menafkahil secaral batinl karenal tidakl salingl mencintai.l Denganl demikianl 

sil Penggugatl mengajukanl pembatalanl perkawinanl dil Pengadilanl Agamal 

Semarang.l Bahwal denganl demikianl dalaml pernikahanl Penggugatl danl Tergugatl 

tidakl l lagil l memenuhil l apal l yangl menjadil tujuanl pokokl sebuahl perkawinan.l  



 

66 

 

Berdasarkanl hasill wawancaral penulisl denganl hakiml Pengadilanl Agamal 

Semarangl Bapakl Asfa’atl Bisril menyatakanl seharusnyal Penggugatl mengajukanl 

Perceraianl bukanl Pembatalanl Perkawinanl karenal didalaml pernikahanl antaral 

Penggugatl danl Tergugatl salingl tidakl bisal menafkahil secaral batinl danl tidakl adanyal 

rasal salingl mencintail diantaral l keduanya.44
l penulisl jugal menyimpulkanl bahwal 

permohonanl pembatalanl perkawinanl denganl alasanl kawinl paksal dapatl diajukanl 

kel Pengadilanl Agamal denganl jangkal waktul 6l (enam)l bulanl setelahl pernikahan.l 

Danl jikal pernikahanl telahl berjalanl selamal 6l (enam)l bulan,l salahl satul pihakl tidakl 

mengajukanl permohonanl pembatalanl perkawinanl makal haknyal gugurl sepertil 

yangl diaturl dalaml Pasall 27l Undang-undangl Perkawinanl sertal berdasarkanl Pasall 

22l Undang-undangl Perkawinanl menyebutkanl suatul perkawinanl dapatl 

dibatalkanl apabilal paral pihakl tidakl memenuhil syarat-syaratl untukl melakukanl 

perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44

l Wawancaral denganl Bapakl Asfa’atl Bisri,l Hakiml dil Pengadilanl Agamal Semarangl Kelasl Il A,l 

Padal haril Seninl 22l Novemberl 2021,l Pukull 11.00l WIB. 
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BABl IVl  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanl hasill penelitianl danl pembahasanl yangl telahl penulisl uraikanl 

padal bab-babl sebelumnya,l makal penulisl memaparkanl kesimpulanl sebagail 

berikutl :l  

1. Adapunl hal-hall yangl dapatl menyebabkanl terjadinyal pembatalanl perkawinanl 

yangl terdapatl padal kasusl dil Pengadilanl Agamal Semarangl faktorl palingl banyakl 

yaitul tentangl terjadinyal salahl sangkal mengenail diril suamil ataul istri,l sedangkanl 

yangl saatl inil penulisl kajil adalahl pembatalanl perkawinanl karenal kawinl paksa,l 

kasusl tersebutl yangl jarangl dil temuil sehinggal penulisl tertarikl untukl mengkajil 

kasusl tersebutl padal skripsil ini.l Selainl itul hal-hall yangl dapatl menyebabkanl 

terjadinyal pembatalanl perkawinanl l terdapatl padal Undang-undangl 

Perkawinanl Nomorl 16l Tahunl 2019,l Pasall 26l danl 27l sertal menurutl Kompilasil 

Hukuml Islaml Pasall 70l danl 71.l  

2. Adapunl yangl menjadil dasarl pertimbanganl hukuml daril hakiml Dalaml Putusanl 

Pengadilanl Agamal Semarangl Perkaral Nomorl :l 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.l 

Hakiml Pengadilanl Agamal Semarangl menyatakanl l bahwal gugatanl pembatalanl 

perkawinanl antaral penggugatl danl tergugatl yangl dilangsungkanl dil Kantorl 

Urusanl Agamal Kecamatanl Semarangl Utaral padal tanggall 7l Meil 2018l tidakl 

mempunyail kekuatanl Hukum.l Bahwal berdasarkanl pasall 71l hurufl (f)l 

Kompilasil Hukuml Islaml yangl menyatakanl “suatul perkawinanl dapatl 

dibatalkanl apabilal perkawinanl yangl dilakukanl denganl paksaan”l pasall 
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tersebutl yangl dil jadikanl penggugatl beralasanl untukl mengajukanl pembatalanl 

perkawinan.l l Namunl dalaml memutuskanl suatul perkaral hakiml menggunakanl 

pasall 27l Undang-undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l yangl menyatakanl “seorangl 

suamil ataul isteril dapatl mengajukanl permohonanl pembatalanl perkawinanl 

apabilal perkawinanl l yangl dilangsungkanl dibawahl ancamanl yangl melanggarl 

hukum”l berdasarkanl pasall tersebutl majelisl hakiml berpendapatl bahwal 

perkawinanl antaral Penggugatl danl Tergugatl bukanlahl perkawinanl yangl 

dilangsungkanl dibawahl ancamanl yangl melanggarl hukum,l tetapil hanyal 

perkawinanl yangl dilakukanl tanpal dasarl cinta,l karenal menurutil keinginanl 

orangl tua,l dil sisil lainl antaral penggugatl danl tergugatl l salingl tidakl bisal menafkahil 

secaral bathin.l Olehl sebabl itul penggugatl tidakl mempunyail alasanl yangl tepatl 

untukl mengajukanl pembatalanl perkawinan.l  

B. Saranl  

Penulisl menyampaikanl saranl sebagail berikutl : 

Berdasarkanl penelitianl yangl telahl penulisl lakukan,l denganl segalal kerendahanl 

hati,l penulisl hendakl menyampaikanl saran-saranl sebagail bentukl kritikl konstruktifl 

terhadapl problematikal pembatalanl perkawinanl karenal kawinl paksa.l Saranl 

tersebutl adalahl kepadal Pengadilanl Agamal sebagail tempatl pecaril keadilaanl bagil 

orang-orangl Islam,l hendaknyal setiapl putusanl ataupunl penetapanl yangl diambil,l 

dilakukanl denganl tidakl mengabaikanl Undang-undangl lainl yangl terkaitl denganl 

perkara.l Sehinggal tidakl terjadil kontradiksil antaral Undang-undangl satul denganl 

yangl lainnya.l Kemudianl khususnyal bagil kepaniteraanl Pengadilanl Agamal 

sebagail pihakl yangl menerimal pengaduanl danl menelitil pengaduanl tersebutl 
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sebeluml masukl dalaml registerl perkara,l hendaknyal kepaniteraanl lebihl telitil dalaml 

melihatl kelayakanl pengaduanl Pemohonl /l Penggugatl sehinggal tidakl melanggarl 

ketentuanl yangl berlaku.l Selainl itul penulisl jugal menyampaikanl saranl : 

1. Perlul dil sosialisasikanl mengenail betapal pentingnyal menjagal ikatanl 

perkawinan,l sehinggal tidakl terjadil perceraianl danl sebaiknyal orangl tual tidakl 

selalul memaksal kehendakl terhadapl anaknya,l terutamal dalaml hall memilihl 

pasanganl hidup,l alangkahl baiknyal orangl tual mendukungl apal yangl menjadil 

pilihanl anaknya,l danl tidakl perlul memaksakannya. 

2. Bagil Pemerintahl perlunyal sosialisasil Undang-undangl Perkawinanl baikl itul 

berupal syarat,l rukunl ataul persetujuanl paral pihakl sehinggal adanyal 

peningkatanl wawasanl terhadapl masyarakatl tentangl Hukuml Islam,l sehinggal 

masyarakatl lebihl terarahl danl tidakl perlul terjadil lagil fenomenal pembatalanl 

perkawinan 
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